SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat

L

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian
tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;

bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 900-4700 Tahun
2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam
Negeri terhadap tambahan penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah,
telah ditetapkan Surat Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 900.1.1/1117/Keuda tanggal 12
Maret 20025 hal : Persetujuan Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran
2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6037) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6377);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 18);

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari
Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 50).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1
Tahun 2023 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2018
tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor.... Tahun
2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

iR

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
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Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan sebagai
penghargaan atas disiplin kerja ASN dilingkungan Pemerintah Daerah

sesuai dengan rekapitulasi daftar hadir yang bertujuan untuk
meningkatkan motivasi bekerja.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara.

Jabatan Fungsional tertentu adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang PNS
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri

dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya diisyaratkan dengan angka
kredit.

Masa Kerja adalah dalam kurun waktu 1 (satu) bulan pelaksanaan kerja
termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan kabupaten, provinsi dan
nasional di luar tugas rutin pelayanan publik dan pelayanan aparatur.

Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam
pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan
pelayanan aparatur.

Jam Kerja adalah kurun waktu pelayanan efektif untuk melaksanakan
tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur dari waktu mulai jam
masuk kerja sampai dengan waktu pulang kerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
selaku Pengguna Anggaran.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Pengurus Barang adalah ASN yang diserahi tugas menerima,
menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada
Pengguna Barang.

kewajiban,

Pejabat Penatausahaan keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK-
PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
PD.

Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah daftar yang
di tandatangani oleh pengguna anggaran yang memuat nama PNS,
jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang,
pulang cepat, meninggalkan kerja selama jam kerja tanpa izin, tidak
hadir dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang memuat nama PNS,
Jumlah hari hadir kerja, jumlah rekapitulasi dari terlambat datang,
pulang cepat, meninggalkan jam kerja tanpa izin, tidak hadir

Cuti adalah keadaaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam
perundang-undangan yang berlaku.
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Surat Keterangan Keluar Jam Kerja adalah Surat yang menerangkan
bahwa PNSD mendapat perintah atasan langsung untuk melaksanakan

pekerjaan di luar kantor dan bisa melebihi batas waktu perekaman jam
kerja.

Mutasi Kepegawaian adalah pemindahan, dan pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam pangkat dan jabatan-jabatan tertentu, yang
didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi,
prestasi kerja dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan

itu serta syarat-syarat lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku,
agama, ras atau golongan.

Klasikal adalah proses pembelajaran yang dilakukan dalam satu kelas
dengan jumlah peserta didik yang banyak dan penyampaian materi
kepada peserta didik secara bersamaan.

Nilai akhir hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
adalah akumulasi dari nilai lembar hasil evaluasi internal akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah, nilai penyerapan anggaran dan nilai
capaian kinerja perangkat daerah.

Pasal 2

Maksud pemberian TPP sebagai penghargaan terhadap penyelesaian
beban kerja serta meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan dan
kesejahteraan ASN.

Tujuan pemberian TPP untuk terwujudnya peningkatan :

a. etos kerja, produktivitas dan prestasi kerja ASN dalam pelaksanaan
tugas-tugas kedinasan;

b. disiplin ASN; dan

c. kesejahteraan ASN.

Pasal 3

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip :

a.

b.

Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.

Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai
dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan
perencanaan kinerja yang ditetapkan.

Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh
kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN.

Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk
menjamin kesejahteraan pegawai ASN.

Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil
optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
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(2)
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BAB II
PENERIMA, HARI KERJA DAN PERHITUNGAN

Bagian Kesatu
Penerima

Pasal 4

Penerima TPP adalah ASN untuk setiap jabatan yang ada dilingkungan
Pemerintah Daerah berdasarkan Kriteria yang ditetapkan.

Penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :

a. ASN yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada
Perangkat Daerah,

b. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau di nonaktifkan;

c. ASN diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;

d. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan pada instansi/lembaga negara
dan/atau lembaga lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah Lain;

. ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas

tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;

f. ASN yang sedang menjalani tugas belajar dan karenanya yang
bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;

g. ASN yang sedang dalam proses mutasi ke Pemerintah Daerah lain
dan/atau Pemerintah Pusat yang telah terbit surat mutasi dari pejabat
berwenang;

h. guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah

cuti diluar tanggungan negara.

o

=

Bagian Kedua
Hari kerja

Pasal 5

Hari dan Jam kerja PNS ditetapkan sebagai berikut:
a. hari senin sampai dengan hari kamis

jam kerja : 07.30 s.d 16.30 WIB

istirahat : 12.00 s.d 12.30 WIB
b. hari jumat

jam kerja : 07.30 s.d 11.00 WIB

Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah
dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

Pelaksanaan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Alimudin
Umar dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah menyesuaikan dengan
ketentuan Badan Layanan Umum Daerah.
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Bagian Ketiga
Perhitungan

Pasal 6

Perhitungan besarnya TPP untuk suatu Masa Kerja didasarkan pada
produktivitas kinerja dan disiplin kerja.

Perhitungan berdasarkan pada produktivitas kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi e-kinerja yang dikeluarkan
oleh Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan hasil evaluasi
kinerja pegawai dengan predikat meliputi :

a. sangat baik;

b. baik;

c. kurang;

d. butuh perbaikan;

e. sangat kurang;

Penilaian Produktivitas Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan variabel
perhitungan:

a. hasil kerja; dan

b. perilaku kerja.

Perhitungan berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada daftar hadir yang menggunakan absensi dengan

variabel disiplin, meliputi:

a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;

b. terlambat datang dan/atau pulang cepat;

c. dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pelaksanaan perekaman kehadiran dilaksanakan 2 (dua) kali dalam

setiap hari kerja yaitu pada;

a. pagi dimulai jam : 07.00 s/d. 07.30 WIB;

b. untuk hari senin s/d. kamis sore dimulai setelah jam : 16.31 s/d.
17.30 WIB; dan

¢. untuk hari jum’at siang dimulai jam : 11.00 s/d. 12.00 WIB.

Dalam hal terdapat perubahan jam kerja dengan kondisi tertentu,
pelaksanaan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menyesuaikan dengan perubahan jam kerja dimaksud.

Perhitungan hari kerja dalam pemberian TPP berdasarkan jumlah
kehadiran pada hari kerja setiap masa kerja.

Untuk pelaksanaan perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) menggunakan alat perekaman kehadiran dibawah koordinasi
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang kepegawaian.

Pasal 7

Dalam hal terjadi kerusakan alat perekaman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (8) dapat menggunakan daftar hadir yang dibuktikan
dengan berita acara yang divalidasi oleh Perangkat Daerah yang
mempunyai tugas dibidang kepegawaian dan informatika.

Perbaikan dan pemeliharaan alat sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (8) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas dibidang kepegawaian dan informatika.



(3) Apabila terjadi kesengajaan pengerusakan alat sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

pada ayat (1) pada Perangkat Daerah maka akan dikenakan sanksi

pemotqngan TPP kepada pegawai yang melakukan pengerusakan
sebagaimana dimaksud selama satu bulan berkenaan dan sanksi sesuai
peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prinsip Khusus Pemberian TPP ASN

Pasal 8

Pemberian TPP dibayarkan kepada pegawai ASN berdasarkan pada :

a. Penilaian produktivitas kerja, dengan bobot 60% (enam puluh
persen) dari besaran TPP yang diterima; dan

b. Penilaian disiplin kinerja, dengan bobot 40% (empat puluh persen).

Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan penilaian oleh
pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang
dipimpinnya.

Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran
pegawai melalui absensi elektronik.

Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

BAB 111
KRITERIA TPP

Bagian Kesatu
Kriteria TPP

Pasal 9

TPP diberikan dengan Kkriteria sebagai berikut:

a. TPP berdasarkan beban kerja;

b. TPP berdasarkan kondisi kerja;

c. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas
melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma
lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh
puluh) jam perbulan.

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan
tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan,
keamanan jiwa, dan lainnya.

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang
diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.



Bagian Kedua
Besaran TPP

Pasal 10

Besaran TPP untuk setiap jenjang jabatan tercantum dalam lampiran I yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBAYARAN, TAMBAHAN, PEMOTONGAN DAN PENUNDAAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 11

(1) Pembayaran TPP dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan
berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.

(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan
sejak bulan Januari pada tahun berkenaan.

(3) Khusus pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir
bulan Desember tahun berkenaan.

(4) Setiap pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pembayaran TPP bagi CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan

yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan
PPPK.

(2) Pembayaran TPP bagi CPNS dan PPPK yang baru diangkat dibayarkan
terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT).

(3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari besaran TPP kelas jabatan sesuai dengan jabatan yang
tercantum dalam pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS

sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi
PNS.

(4) Dalam hal setelah terbitnya Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS
dan PPPK belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia
jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan 100% (seratus persen) dari
nilai TPP kelas jabatan terendah berdasarkan jabatan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13

Apabila terjadi mutasi Pegawai antar Perangkat Daerah, promosi jabatan
struktural, dan / atau penyesuaian golongan ruang maka pembayaran TPP di

dasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian.
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(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 14

Pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

TPP melalui bendahara pengeluaran sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

Permintaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dokumen sebagai berikut:

surat pernyataan tanggung jawab mutlak;

perhitungan TPP berdasarkan produktivitas kerja;

rekapitulasi TPP berdasarkan disiplin kerja;

perhitungan TPP berdasarkan disiplin kerja; dan

dokumen lain yang dipersyaratkan.

®po0op

Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Tambahan

Pasal 15
Dalam hal ASN menjabat sebagai Plt atau Plh diberikan TPP tambahan.

Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut :

a. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di
atas jabatan definitif menerima tambahan penghasilan pada jabatan
yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan pada
jabatan definitifnya;

b. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan yang setingkat
mendapat tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen)
dari tambahan penghasilan jabatan yang dirangkapnya; dan

c. Pegawai yang merangkap Plt. atau Plh. dalam jabatan satu tingkat
dibawah jabatan definitif mendapat tambahan penghasilan sebesar
20% (dua puluh persen) dari tambahan penghasilan jabatan yang
dirangkapnya.

TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh
dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat berdasarkan Surat
Keputusan.

Penetapan Pegawai yang merangkap sebagai Plt dan/atau Plh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan
perundang—undangan tentang kepegawaian.

Pasal 16

Dalam hal ASN Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Alimudin Umar yang masih melaksanakan tugas sebagai
tenaga fungsional tertentu menerima tambahan sebesar TPP tenaga
fungsional tertentu sesuai dengan jenjangnya.



(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Dalam hal ASN fungsional tertentu yang ditunjuk untuk merangkap
sebagai kepala menejerial pada Pusat Kesehatan masyarakat menerima

tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari TPP jabatan fungsional
tertentu yang dijabat.

Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai pengurus
barang pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai pengelola gaji
pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

Dalam hal ASN Pelaksana yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan
Keuangan pada perangkat daerah menerima tambahan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

Dalam hal ASN yang ditunjuk untuk merangkap sebagai Penjabat
Peratin, yang bersangkutan menerima TPP sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari TPP yang diterima pada bulan tersebut.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah 3 (tiga) Perangkat Daerah tertinggi
berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diberikan penghargaan

berupa penambahan TPP selama 3 (tiga) bulan yang dibayarkan pada
tahun anggaran berjalan.

Besaran dan syarat pemberian penghargaan (reward) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Penambahan TPP sebesar 5% bagi Perangkat Daerah yang
memperoleh nilai tertinggi dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;

b. Penambahan TPP sebesar 4% bagi Perangkat Daerah yang
memperoleh nilai tertinggi kedua dikalikan besaran TPP dalam masa
kerja;

c. Penambahan TPP sebesar 3% bagi Perangkat Daerah yang
memperoleh nilai tertinggi ketiga dikalikan besaran TPP dalam masa
kerja;

Penambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikalikan sebesar
TPP yang diterima dalam masa kerja.

Bagian Ketiga
Pemotongan dan Penundaan

Pasal 18

Pemotongan TPP berdasarkan predikat produktivitas Kinerja pegawai

dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Butuh perbaikan dan/atau Kurang dengan prosentase pengurangan
sebesar 2% (dua persen) dikalikan besaran TPP berdasarkan
produktivitas kinerja;

b. Sangat kurang dengan prosentase pengurangan sebesar 3% (tiga
persen).

Pemotongan TPP berdasarkan disiplin kerja dalam hal ASN:



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

tidak masuk kerja;

terlambat datang dan/atau pulang cepat;

dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

mengikuti pendidikan, pelatihan dan tugas-tugas belajar lainnya

yang dilaksanakan secara klasikal lebih dari 25 (dua puluh lima) hari

kalender secara terus menerus dalam masa kerja; dan

€. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender dalam masa kerja
tanpa melampirkan surat cuti sakit dari Pejabat yang berwenang.

poop

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi
ASN yang sedang menjalankan tugas kedinasan diluar kantor yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan langsung;

Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

lampiran 11, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Pasal 19

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a
diperhitungkan akumulasi penjumlahan hari kerja pada setiap masa
kerja

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) hurufb

diperhitungkan akumulasi penjumlahan jam kerja pada setiap masa
kerja.

Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c
diperhitungkan per bulan dan telah mendapatkan surat keputusan dari
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan besaran pemotongan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
Disiplin ASN.

Pasal 20

Besaran pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

sebagai berikut :

a. tidak masuk kerja akan dikenakan pengurangan sebesar 3% untuk
tiap 1 (satu) hari kerja dikalikan dengan besaran TPP dalam masa
kerja berdasarkan disiplin kerja;

b. terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya dalam
suatu masa kerja dikenakan pengurangan sebagaimana tercantum
dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

c. setiap tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikenakan pengurangan
sebesar 1,5% dikalikan besaran TPP berdasarkan disiplin kerja dalam
masa kerja;

d. setiap tidak mengisi daftar hadir pulang kerja dikenakan pengurangan
sebesar 1,55% dikalikan besaran TPP berdasarkan disiplin kerja dalam
masa kerja;

e. tidak masuk kerja lebih dari 50% dari hari kerja dalam masa kerja
akan dikenakan pengurangan terhadap TPP sebesar 100% dari
besaran TPP per masa kerja.



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 21
Dalam hal ASN cuti diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah hari

kerja cuti dikalikan dengan besaran TPP hari kerja pada masa kerja
tersebut.

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti melahirkan;

d. cuti sakit;

€. cuti karena alasan penting.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai akhir hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3 (tiga) Perangkat Daerah
terendah berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

diberikan sanksi berupa pengurangan TPP selama 3 (tiga) bulan yang
dikurangi pada tahun anggaran berjalan.

Besaran dan syarat pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sebagai berikut :

a. Pengurangan TPP sebesar 5% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh
nilai terendah dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;

b. Pengurangan TPP sebesar 4% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh
nilai terendah kedua dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;

c. Pengurangan TPP sebesar 3% bagi Perangkat Daerah yang memperoleh
nilai terendah ketiga dikalikan besaran TPP dalam masa kerja;

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikalikan sebesar
TPP yang diterima dalam masa kerja.

Pasal 23

Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Negeri Sipil berkewajiban
menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)
atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), laporan
gratifikasi, pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), pengembalian
Barang Milik Daerah sebagiamana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan kewajiban Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) datur dengan peraturan Bupati tersendiri.

Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pada
bidang pelaporan dimaksud.

Dalam hal Penyelenggara dan/atau ASN belum menyampaikan laporan
sesuai dengan peraturan perudang-undangan dan melaksanakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran TPP kepada penerima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditunda 100% sampai dengan
Penerima TPP meyampaikan laporan dan melaksanakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah
mendapatkan bukti dan/atau rekomendasi dari perangkat daerah yang

mempunyai  tugas mengkoordinir pelaporan dan/atau  sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Jumlah pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19
diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran, dan/atau surat

teguran sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
dilaksanakan pada akhir bulan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 25

(1) TPP dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat
Daerah masing-masing pada tahun berjalan.

(3) Dalam hal anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum tersedia dan/atau mengalami kekurangan yang
dikarenakan mutasi pegawai, kenaikan jabatan dan/atau golongan maka
kekurangan dimaksud dapat diperhitungkan pada tahun anggaran
berikutnya.

(4) Pembayaran kekurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan pembayaran disertakan dengan bukti kekurangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

| BAB V
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 26

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan.



BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dengan diberikannya TPP bagi ASN, maka semua bentuk honorarium pelaksana
kegiatan untuk ASN Daerah dan Honorarium Narasumber ASN Daerah dihapuskan
kecuali yang didasarkan pada prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, pengelola keuangan,
dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3

Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 3) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya
laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Maret 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd
PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd
NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,

>

SARJA
NIP.19%610202005011008



LAMPIRAN | :
NOMOR :
TENTANG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

11 TAHUN 2025
: TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KELAS
NO PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
1 |SEKRETARIAT DAERAH S{:lfmlm‘is Dr—u-:mh 15 Pimpinan Tinggi Pratama oB 28.686.000,00
Asisten Pemerintahan dan Kesia 11 Jabatan Struklural OB 18.203.000,00
B Asisten Perckonomian dan Pembangunan 14 Jabatan Struktural oB 18.203.000,00
- ol Asisten Administrasi Umum 14 Jabatan Struktural oB 18.203.000,00
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan N -
SO dan Kesra 13 Jabatan Struktural OB 10.371.000,00
Stafl Ahli Bupali Bidang Perckonomian | ) i I o
. . ) ___|dan Pembangunan B 1”5_ N Jabatan Struktural oB 10.371.000,00
Stal' Ahli Bupati Bidang Administrasi i ) il Sl
E] | - ~ |Umum 13 Jabatan Struktural onB 10.371.000,00
e i ) = Kepala Bagian Tata Pemerintahan 12 | Jobatan Struktural | OB | 6.016.000,00
N - ~ |Kepala Bagxan Kesejahternan Rakyat 12 i Jabatan Struktural | 0B | 6.016.000,00
] Kepala Bagian Hukum ! = 12 'ibntnn Strukturs al oB _6.016.000,00
Kepala Bagian Perckonominn 12 Jabatan Struktural OB 6.016.000,00
Kepala Bagian Administrasi .

. Pembangunan 12 Jabatan Struktural 0B 6.016.000,00
|\:L'p4-l|lzl Bagiﬂu Pengadaan Barang/Jasa 12 Jabatan Struktural 0B 6.097.000,00
|\.L'|)i—L|!:l Baga.tm Sumber Daya Alam 12 Jabatan Sturuktural oB 6.016.000,00
Kepala Bagian Umum 12 Jabatan Struktural oB 6.016.000,00

B | Kepala Bagian Organisasi 12 | Jabatan Struktural oB  6.016.000,00
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi 12 ——
e R S — Pimpinan T o j"imj,m",,, i onB 6.016.000,00
Kepala Bagian Perencanaan dan 12 - B = g
» finsins . Kenangen k,,_l, .':l u;mim Struktural . 7(?7877 3 ”6.016.[)()0.00
T I Kepala Sub Bagian Protokol 9 Jabatan Struktural | OB | 2.727.000,00
B i = B ~ |Jabatan Fungsional (Dampak i =IF e
N Penyederh | Birokrasl) : . - SN SaTI N RS
JF Analis Kebijakan Ahli Mud:l 10 Jabatan Fungsional OB  2.727. 000,00
JF Perancang Perat P lang-
s e T N SSCRE 10 Jabatan Fungsional 0B 2.7:27.000,00
undangan Ahli Muda - . o A, - o |
JT Penyuluh Hukom Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional an 2.727.000,00
JIT Analis Hukuom 9 Jabatan Fungsional anB 2.727.000,00
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.822.000,00
JF i
Analis Kuangan Pusat dan Dacrah Ahli 9 Jabatan Fungaional OB 2.822.000,00
Mucla
Jabatan Fungsional 0 T I e BNIEEN.
L N " __|JF PBJ Ahli Madya il 12 __Jabatan Fungsional oB 4.037.000,00
S JE PBJ Ahli Muda N 10 __Jabatan Fungsional oB | 3.048.000,00
B B B ~|JF PBJ Ahli Pertama ol 8 | Jabatan Fungsional [ OB 2.522.000,00
L= g i JF Analis Kel huﬂdehIilMidv:L 12 _Jabatan Fungs 0B _2.059.000,00
" _|JF Analis Kebijakan Ahli Muda G ~Jabatan Fungsionz || e OB 1.567,000,00
N _|JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 ~_Jabatan I"mlgsutmql oB | 1.205.000,00 |
* Perancang Peraturan Pe ang- 5
JI Perancang l craturan Perundang: 12 Jabstan Fungsional oB 2,059.000,00
undangan Ahli Madya i I
JI* Perancang 'Pcrmnmn Perundang: 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
undangan Ahli Muda
¢ Peranc e ! . ang-
¥, Perancang .]’(,I‘.‘»lilll'llll Perundyng 8 Jabatan Fungsional OB 1,205.000,00
undangan Ahli Pertama ;
JI Analis Hukum Ahli Madya i1 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Analis Hukum Ahli Muda 9 N Jabatan Fungsional oB 1.567.000, 0()
JI Analis Hukum Ahli Pertama 8 ~ Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
i B 5 = S _|JF Penyuluh Hukum Ahli Madya 11 ~Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
B JI- Penyuluh Hukum Ahli Muda 9 __Jabatan Fungsional OB | 1.567.000,00
| H . N Pcnvulnhﬂ]lgum__r\l\h_ﬁ_lj_.i_ma, 8 _Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
N R JIl Perencana Ahli Madya | e ___Jabatan Fungsional OB 2,0599.900 00
B JI* Perencana Ahli Muda 10 _Jabatan Pungsional | OB | 1.567.000,00
= il JI Perencana Ahli Pertama 8 ~_Jabatan Fungsional | 0B ~ 1.205.000,00 |
lr:'lr ':‘“ah" Kenangan Pusat/Dae crah Al 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
adva ]
‘I:AF !:n alis Keuangan Pusatf Dacrah Ahli 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
uada
JF Anglis Keuangan Pusat/ Dacrak ALl 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pertama
w i | Pelaksana - B . 1" o
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 ~ Pelaksana onB 1.146.000,00
o - Pelaksana kelas 6 (D3) 6  Pelaksana | oB ~937.000,00
i " Pq_lak%ana I\clab 5 (bM.’\) 5 ___Pelaksana OB 781.000,00
i - | a ~ Pelaksana OB | 421.000,00
) T; 3 ~ Pelaksana | OB - 334.000,00 |
2 |SEKRETARIAT DPRD |sckretaris pPRD B 11 | Pimpinan Tinggi Patama | OB 110.571.000,00
EE | - RN Kepala Bagian Umum dan Kel|11ma<iml 12 i Jabatan Struktural 0B 4.190.000,00
Kepala Bagian Keuangan 12 Jabatan Struktural OB 4.190.000,00
Kepala Bagian Persidangan Dan 12 Jabhetan Strukturs OB 4.190.000,00
Perundang-undangan
Kepale SEb Bagiem \amu dai 9 Jabatan Struktural OB 2.223.000,00
Kepegawaian
Kepala Sub [?agmu Humas dan 9 Jehatan Stroktoral on 1.934.000,00
Dokumentasi
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HELAS
NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
S Jabatan Fungsional (Dampak Ll ™ "1 =™  RPC W T
. N __|Penyederhanaan Birokrasi)
T : JF Perencana Ahli Muda 10 _Jabatan Fungsional | OB | 2.223.000,00
-y -J[" Anﬂl}s Lan ) Jabatan Fungsional 0B 2.223.000,00
__|JF Analis Kebijake 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
JIF Perancang Peraturan Perundang- . .
undanigai AlE Miida 10 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
JI Pranata Humnas Ahl Muda [5) Jabatan Fungsional on 1.931.000,00
Jabatan Fungsional
S JI Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
Jrl.':_f_\ua;{s lx‘eb?!a.ka.u !\hl.} Muda | 10 Jabatan Fungsional oB _ 1.567.000,00
- N J}-‘ Tlalls_ l_\::hqakfnLAhh Pertama 8 Jabatan Fungsional | OB 1.205.000 Q!LL
- N s JP\J;n:nc'anaﬁAhlf Madya o 12 Jabatan Fungsional - Q_!_B___ _2,059.000,00
—ja Pefencsifia AUt Myds : 10 | Jabatan Fungsional [ OB | 1.567.000,00
= _|JF Perencana Ahli Pertama 8 Jahatan Fungsional oB 1.205.000,00
JI Analis Kenangan Pusat/ Daemah Ahli . S
S | S ™ Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli I A R =t
Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Analis Keuangan Pusat/Daerab Abv | | A i
Pertama R 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
JF Perancang Peraturan Perundang- 25 T
o 305
undangan ALli Madya Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JI Perancang Peratwan Pﬂruu(lnug- 10 . .
undangan Ahli Muda Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
JF Perancang Peraturan Perundang- 8 Tat .
undangan Alli Pertama Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
JF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli . : ;
Madya 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
JIF Pranata Hubungan Masyarakat Ahli " ;
Muda 9 Jabatan Fungsional (8131 1.567.000,00
JI Pranata Hubungan Masyarakat Ahli ;. . s
Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
] | —— . ~ |Pelaksana i . ) P - .
e __|Pelaksana Kelas 7 (S1) S __ Pelaksana OB | 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) ST .. | Pelaksana OB 937.000,00
~ |Pelaksana Kelas 5 (SMA)} 1l S B Pelaksana OB ~ 781.000,00
_|Pelaksana Kelas 1 (SMP) 4 o Pelaksana 0B | 421.000,00 |
B Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana OB | 331.000,00 |
3 |INSPEKTORAT Inspektur 11 Punpinan Tinggi Pratama oB 18.501.000,00
Sckretaris Inspektorat 12 Jabatan Struktural 0B 6.287.000,00
Inspektur Pembantu 1 11 Jabatan Struktural oB 6.118.000,00
o lnspektur Pembantu 11 11 Jabatan Suuktural oB 6.118.000,00
| & lnspektur Pembantu 11 | 17 ~ Jabatan Struktural oB 6.118.000,00 |
Inspektur Pembantu 1V S p—| 11 __Jabatan Struktural OB ~ 6.118.000,00
a 1 ~ |Inspektur Pembantu V 11 __Jabatan Struktural oB 6.118.000,00
Kepata Sub Bage Administinsi dan 9 Jabatan Struktural 0B 2.853.000,00
- fUmum i | g™l ) O (- o iy
Kepala Sub Hagmn Perencanaan 9 | Jabatan Struktural OB _ 2.853.000,00
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan 9 Jabatan Struktural oB 2.853.000,00
1 L .= __|Pelaporan s . u— i
. __ B - Jabatan Fungsional a ) i o iy B ____" _777F__
JE Auditor Ahli Utama 11 Jabatan Fungsional [$15] 6.344.000,00
JI Auditor Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 1.118.000,00
JI' Auditor Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 2.812,000,00
JI Auditor Ahli Pertamaa 8 Jabatan Fungsional 0B 2.581.000,00
- JIF P2UPrD Abli Utama 14 Jabatan Pungsional op 6.344.000,00
e _{4F P2UPD Abli Madya 12 Jabatan Fungsional | OB | 4.118.000,00 ]
1 JI P2UPD Abli Muda o= 10 | Jabatan Fungsional - oB ~2.842.000,00
3 e JEF P2UPD A T Y Jabatan Fungsional 0B | 2.581.000,00
i A _|Pelaksana LS I T AN S
o = B Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 B Pelaksana oB | 1.146.000,00
. - _|Pelaksana Kelas G (D3) 6 _ Pelaksana 0B ~937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 _ Pelaksana 0B _781.000, Q(L
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana OB 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana OB 334.000,00 |
4 DINAS PENDIDIKAN DAN Kepala Dinas Pendidikan dan 14 Pimpinan Tinggi Pratama OB 10.574.000,00
KEBUDAYAAN Kebudavaan ;
Sckretaris Dinas Pendidikan dan 12 Jabatan Struktural on 4.064.000,00
 Kebudayaan
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan 1 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
Pendidikan Non Formal
'IS‘*P:““ Bidang Pembinaan Pendidilem 1 Jabatan Struktural on 2.891.000,00
. |basar . N, SR
= | - Kepala Bidang Kebudayaan ] d.abalan "!‘Jlk,l““ﬂl | —on_] ). 891 _()_()Q 90
| - . |Repala Bidang Pembinaan Ketenagaan 11 __Jabatan Struktural _oB 7389_1_0(&09_
Kepale Sub Bapian Utitis, ROpEHWea0 9 Jabatan Struktual o 2.223.000,00
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan " L e
Kepala Scksi Kulnilculum rl:ml penilaian 9 Jabatan Strakiural OB 1.934.000,00
PAUD dan Pendidikan Non Formal
Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana PAUD dan Pendidikan Non 9 Jabatan Struktural oB 1.931.000,00




PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN HELAR

JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian .
i N ___ |pendidiken Dasar ) Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Scksi Kelembagaan dan Sarana | | — [
B . Prasarana Pendidikan Dasar 9 daman. Strakturel an 1.934.000,00
Kepala Scksi Pendidikan Tenaga o o A i - =
Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non 9 Jabatan Suuktural oB 1.934.000,00
Formal
Kepala Scksi Pendidikan Tenaga
Kependidikan Dasar 9 Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala UPTD Taman Budaya Lamban
Pancasila X 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD
~|Taman Budaya Lamban Pancasila 8 Jahatan Struktural OB 1.325.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak | | LT o | . P
____|Penyederhanaan Birokrasi)
[ . —— L!JLJ‘?CEI;SE}IIBJJHLMI}(‘Q N 1w Jahman Fung‘uonal ;@_ 2—.Q:25.000,0()
JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah 9
ARt Muda Jabatan Fungsional 0B 2.223.000,00
JF Pengembang Penilaian Pendidikan Abli| =" B b R
B I Muda £ Jabatan Ffungsional oB 1.931.000,00
K JF Pamong Budaya Ah_l_l _M_u@ I - | Jabatan Fungsﬂnari ~ oB '71 9’-)4 000, 00
Jabatan Fungsional
JF Penilik Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
JI Penilik Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JIF Penilik Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
__ |JF Penilik Utama 7 13 Jabatan Fungsional oB 1.406.000,00
JI' Pamong Belajar Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
. WF¥Pamong BelajprMuda | 9 | Jabatan Fungsional e | 1.567.000 bU
e W Pamong: : | 11| Jabatan Fungsienal | 0B | 2.059.000,00 |
. |JF Pengawas | s | Jabatan Pungsional | OB | 1.205.000,00
. |JFPengawas ¢ ]l 9 Jabatan Fungsional OB |  1.567.000,00
| A . JI' Pengawas § cS«*kolah Madv'i R 11 ] Jabatan Fungsional =~ | 0B 2. 05976()()7&)
| ~ |JF Pengawas Sckolah Utama |13 | Jabatan Fungsional __oB 1.106.000,00
JF Analis Keuangan Puwt/l‘hcmh Ahli 3 g g o
Madva 1 Jabatan [fungsional oB 2.059.000,00
JF Analis Ke nmgﬁn lenl[D'u rah Ahli o e
Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JI Analis Keuangan Pusat/ Dacrah Ahli 8 Jul A P )
Petariia E gsional oB 1.205.000,00
JI Pengembang Penilai Pendidikan 11 T ——— OB 2.059.000,00
Pendidikan Ahli Madva N i '
d Pe - 111 . icli
?'»L:J.:iﬁﬁf'ﬁﬁﬁ L“l‘l’t‘::’ Feaxiiikpn 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
S P I Yeerrilaad o wcli
l’:u‘d‘l:;i::l’l";‘;lt L:;'L”jl‘l 5““"““‘*‘” 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
N o JI* Pamong Budayva A Ahh Madya | 11 ~Jal atan Fungsional | OB | 2.059.000,00
e N §JF‘7P"|1110|1R_"1!-!-_‘|3V9 AI)J] MJ"}?, . [— 9 = s an K lll]g‘:mnal . oB 1._5_67.()()(),_()0
o ) JF Pamong Budaya Ahli Pertama o - Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00

i _ |Pelaksama B R R E—
B ~|Pelaksana Kelas 7 (‘-B'I) — ] O R  Pelaksana i _oB | 1.116.000,00

Pelaksana Kelas 6 (D3) [§) Pelaksana oB 937.000,00

Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana OB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 1 Pelaksana oB 421.000,00 |

Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana on 334.000,00

DINAS KESEHATAN Iu,pula Dinas I\Lichgygl o ___ o 7" 14 Pimpinan Tinggi Pratama on 10.571.000,( U()
~ |Sekictaris Dinas Kesehatan | 12 | = Jabatan Suuktural | OB | 4.061.000,00
N . | Kepala Bidang kesehatan Masym’akal 11 | Jabatan Struktural | OB | 2.891.000,00
ISEpalnRicky, FERGe gk con 1 Jabatan Struktural on 2.891.000,00
- N .  |Pengendalian Penvakit [N [, W y I il
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan [ 11 .hhamn Strukmrglliw OB 2.891.000,00

B  |Kepala Bidang Sumber Daya Kesechatan | 11 . 7Jﬂhjtﬂn__f-‘1n:£urﬂf | oB | 2.891.000,00

o —7 = 77_ B . Kepala Sub Bagian Keuangan 9 | Jabatan Stouktural | OB

Kepala Sub Bagian Hukum, Umnm dan 9 Jabatan Struktural on 27,,23 000,00

- | Kepegawaian . R s B

Kepala UPTD Instalasi Farmasi 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00

Kasubbag TU UPTD Instalasi Farmasi 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00

Repela Suls Bajia: Tata Usaha Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00

Puskesmas
. ) Jabatan Fungsional (Dampak

Penyederh _Birckrasi) - 3

- JF Perencana Abli Muda 1 10 ddha_m.u Fungsional [ OB |  2.228.000,00

. Eee _|JF Administrator Keschatan Ahli A Mudd . 9 | Jabatan Fungsional | OB | 1.934 DQQ?Q
IS . L Pcm{u]uh Kesehatan Ahli Mu(la =5 Jabatan Fungsional 0B | 1.934.000,00 |

| ; = N |JF Sanitarian Ahli Muda 9 | Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
el _|JF Epidemiolog Ahli Muda 9 ~_Jabatan Fungsional | OB 1.934.000,00

_7 B I e JF Apoteker Ahli Muda Sl 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
Jabatan Fungsional |

JF Dokter Ahli Madya 12 Jabatan Pungsional oB 1.065.000,00

JF Dokter Ahli Muda 10 Jubatan Fungsional oB 2.570.000,00

JI Dokter Alli Pertama 9 Jabatan Fungsional oB 1.664.000,00

JF Dokter Gigi Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 4.065.000,00

B - |JF Dokter Gigi Ahli Muda |10 | Jabatan Fungsional [ OB | 2.570.000,0 00

_____ — JI Dokm_l_gggl Abli Pertama - 9 _ Jabatan Fungsional oB 1.664.000,00

: L_JI'_I'_eE\{al Ahli Mut_lva B Y Jabatan Fungsional ] oB ~2.053.000,00




KELAS
NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
‘nml £ [T JF Perawat Ahl Muda 7 g Jabatan Fungsional OB 1.553.000,00 |
- . _ |JF Perawat Ahli Pertama T 8 | Jabatan Fungsional | OB | 1.210.000,00
i __|JF Perawat Penyelia w0 8 Jabatan Fungsional 0B 1.172.000,00
Lo - |FPerawat Mahir 7 |  Jabatan Fungsional OB |  1.033.000,00
B o JIT Perawal Terampil G Jabatan Fungsional onB _839.000,00
J[': Pc.mwml r’(‘fllllllil 5 Jabatan Fungsional oB 700.000,00
JF deun Alll{ Madya 11 Jabatan Fungsional on 2.053.000,00
JF Bftlem f\]ll!. Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.553.000,00
JIF llfduu Alili I’L‘.I‘la.m(:l 8 Jabatan Fungsional oB 1.210.000,00
B B JF Bfﬂ(m ]'t:u\".ch!:_l 8 Jabatan Fungsional _oB 1.172.000,00
Mo B dl%i}%d_an_'l_\,@ﬂizg : n il | . 7 Jabatan Fungsional | OB ~1.033.000,00 |
IS N S — _ |JF Bidan Terampil — 6 | Jabatan Fungsional OB | 839.000,00
= = Py, 1) Buian Pemula — 5 _Jabatan Fungsional OB 700.000,00
- g SN A e JF Apoteker Ahli Madya 11 __dJabatan Fungsional OB _2.053.000,00
. | __|JF Apoteker Ahli Muda - 9 Jabatan Fungsional | OB 1. 00,00
o JIt Apoteker Ahli Pcrmmﬁ s . 8 Jabatan Fungsional OB | 1.210.000,00
] - -, JI' Asisten Apoteker Penye IH el e - ___Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00 |
]| IO JI Asisten Apot Mahir 7 Jabatan Fungsional _oB 1.033.000,00
JF Asisten ."\pulr::k r Terampil ] Jabatan Fungsional [$15] 839.000,00
JI Asisten Apotcker Pemula 5 Jabatan Fungsional 0B 700.000,00
JIF Pranata Laboratorium Keschatan Ahli % :
Madya 11 Jabatan Fungsional OB 2.053.000,00
JF Pranata Laboratoriiun Keschatan Ahli & i
Mivis ) Jabatan Fungsional OB 1.553.000,00
JI' Pranata Laboratorium Keschatan Ahli Q
Poitiina 8 Jabatan Fungsional 0B 1.210.000,00
~ 7 |J¥ Pranata Laboratorium Keschatan - : YN
Penvelia 8 Jabatan F‘uﬂgsumal 0B 1.172.000,00
JF I Laborat T L —t
Mahu‘“’“w oratorium Keschatan 7 Jabatan Fungsional oR 1.033.000,00
- —— . : - = e e
‘:L mp::lp'l‘l““ Laboratorium Kesehatan G Jabatan Fungsional oB 839.000,00
o ~|UF Pranata Laborata 1 =y B T T _ N
;J):'::;T:ma Laboratorium Kesehatan 5 Jabatan Fungsional OB 700.000,00
- o — |ur Nutrisionis Ahli Madya - 11 dahatrm l"ungs |_11=|l— ] OI-_ij . [_)%(_)0()_00
Sl =S, _|JF Nutrisionis Ahli Muda N 9 B _Jabatan Fungsional on 1.553.000,00
o JI Nutrisionis Ahli PcrlamcL o - Jabatan Fungsional OB ~1.210.000,00
N JF Nutrisionis Penyelin 8 | Jabatan Fungsional 0B 1.172.000,00
JI Nutrisionis Mahir I ; Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
JF Nutrisionis Tersunpil 6 Jabatan Fungsional (9] 839.000,00
P Penv Cruehats o arnks i
JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli 1 JabRtEs Fiips OB 2.053.000,00
Madva &
‘::' Z’“'“y Wik Keachste Musyetaket /b ) Jabatan Fungsional 0B 1.553.000,00
uda
JF Penyulult Keschatan Masyanakat Ahli 8 Jabatan Fungsional OB 1.210.000,00
Pertama
JF Penyuluh Kesehatan Masyaraleat 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00
Penvelia . . =,
JI Penyuluh Kesehatan Md&;‘ldl'dk(ll - Jubatan Fungsional OB 1.033.000,00
| ey e Mahir T — o N L e . i
JF Peayniiih Kescliatan Mabva:chdl 6 Jabatan Fungsional 0B 839,000,00
| = _ |Terampil — T (i N L= — . ey
JF Perawa ("l?‘li leiﬂplh (‘“'gl dan Mulut 11 Jabatan Fungsional 0B 2.053.000,00
e — = __|Ahli Madya_ . . sl (RO~ | Lo
JF Perawal Gigi/ Terapis Gigi dan Mulut 9 Jabatan Pungsional oB 1.55:5,000,00
Bl g ~ |AhliMuda [ o - _ :
JF Perawat Gigif l(‘mpl‘% (ngl dan Mulut 8 Jabatan l-mlgmmm_l OB 1.210.000,00
I - __|Ahli Pertama o B L |
JI Perawat Gigif lmpm s Gigi dan Mulut 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00
I  (Peavelia B i R N iy i
JF Perawat Gq,;/ FCI"TPH Gigi dan Mulut 4 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
- Mahir — — U —
REPE = JF Perawat Gigif Terapis Gigi dan Mulut 6 Jabatan Fungsional OB 839.000,00
a4 Terampil - : =
JF Perawat Gigi/ Terapis Gigi dan Mulnt 5 Jabatan Fungsional oB 700.000,00
Pemula
JF Sanitarian Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional o 2.053.000,00 |
JI' Sanitarinn Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional OB 1.553.000,00
JI' Sanitarian Ahli Pertama 8 Jabatan Fangsional 0B 1.210.000,00 |
JF Sanitarian Penyelia 8 Jabatan Fungsional onB 1.172.000,00
JF Sanitarian Mahir . | T Jabatan Fungsional o oB ~1.033.000,00
s o N = ~ |Jr sanitarian Terampil " N (S .S _Jabatan Fungsional S _839.000,00
o o o Sanitarian Pemula o (S ___Jabatan Fungsional OB | 700.000,00
"""" e e —|ur Perekam Medis Penyelia | . _ Jabatan Fungsional _ OB | 1.172.000,00
1= |JF Perckam Medis Mahir B 7 Jabatan Fungsional | oB 1.083.000,00
i I Nic Peréi(}im_l\-’lcdis Terampil 1 6 _Jabatan Fungsional ~oB |  839.000,00
R ~ |Pclaksana . .l i -
E Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksnna 0B 1.146.000,00 |
Pelaksana Kelas 6 (D3) G Pelaksana OB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana OB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 121.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
Unit Pelaksana Bersifat Khusus| . 5 : . : , S 588.000.00
. - RSUD Alimuddin Umar 12 Jabatan Struktural OB 7.588. i
6 |-Rsup ALIMUDDIN UMAR®  |DekrR i S I i
- e e B Tal Ugse R i Jabatan Struktural OB | 2.891.000,00
N Kepala Bidang Pelayanan Medis 11  Jabatan Struktural [ OB 2.891.000,00
N e - Kepala Bidang Keperawatan N 11 ___Jabatan Struktural __ OB _2.891.000,00
B " B Kepala Bidang Penunjang Medis 11 _Jabatan Struktural | OB | 2.891.000,00




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN J:f:;:" JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
Kepala Sub Bagian Umuimn dan »
gl ey Kepegawaian 3] Jabatan Struktural 0B 2.223.000,00
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan = . i { e T e
. | S | Pelaporan 9 Jabatan Struktural QB 2.223.000,00
D . . . Kepala Sub Bagian I{cu.mgan 9 dé:l:&:ﬁ%mﬁmli B | o | 000,00 |
Kepala Sub Bidang Pelayanan Gawat @ 5
- — Darumt dan Rawal Jalan ) Jabatan Struktural oB 1.931.000,00
Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap ()M Y —
B dan Tenaga Medis Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Sub Bidang Bimbingan Asuhan N =
Keperawatan 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala S‘nb-ﬂidm:g Etika Mutnu dan 9 J ,
Pelavanan Keperawatan abatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala Sub Bidang Pennnjang Medis 9 Jabatan Struktural 0B 1.931.000,00
Kepala Sub Bidang Penunjang Non Medis 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
] g NN "|Jabatan Fungsional B o
N - JI' Dokter Spesialis Dasar Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional | 0B | 25.041.000,00
o . JI* Dokter Spesialis Dasar Ahli Muda 0 Jabatan Fungsional 0B | 25.034.000,00
N e — ~|JF Dokter Spesialis Dasar Ahli Pertama 9 \Jabatan Fungsional OB | 19.278. 6(§ci()6
JF Dokter Spesialis Penunjang Ahli ) T
—— Madya 12 Jabatan Fungsional oB 17.561.000,00
JE Dokter Spesialis Penunjang Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 17.532.000,00
JF Dokter Spesialis P(!ll‘l.li‘]:if‘ﬂ“l‘l—g Ahli n G oy
Pertima 9 Jabatan Fungsional oB 17.503.000,00
JI Dokter Umum Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional o | 47.()6!m
JF Dokter Umum Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional aB 2.570.000,00
JIF Dokier Umum Ahli Pertama 9 Jabatan Fungsional [815) 1.(:64.()()(),()(-)_
JF Dokter Gigi Aldi Mady:a 12 Jabatan Fungsional oB 1.065.000,00
JF Dokter Gigi Abli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.570.000,00
~ |JF Dokter Gigi Ahli Pertama &l Jabatan Fungsional _oB 1.664.000,00
JI' Perawat Abli Madya B 11 Jabatan Fungsional oB | 7.?: 053.000,00
- JI Perawat Ahli Muda 5 Jabatan Fungsional OB 1.553.000,00
__|JF Perawat Ahli Pertama — _8 _Jabatan Fungsional | OB | 1.210.000,00
I . JF Perawat Penvelia 8 Jabatan Fungsional OB 1.172.000,00
o JI Perawat Mahir 7 _Jabatan Fungsional | OB 1.033.000,00 |
e - B JF Perawat Terampil 6 _Jabatan Fungsional 0B ~839.000,00
B B JI Perawal Pemula 5 ___Jabatan Fungsional . oB 700.000,00 |
JF Bidan Ahli Madyn 11 Jabatan Fungsional OB 2.053.000,00 |
JI Bidan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0n 1.553.000, 00 |
JF Bidan Alli Pertama 8 Jabatan Fungsional [8]F] 1.2210.000,00
JI' Bidan Penyelia 8 Jabatan Fungsional oB | 1.172.000,00
JIF Bidan Mahir 7 Jabatan Fungsional oBR 1.033.000,00
S . _|JF Bidan Terampil B 6 | Jabatan Fungsional | OB |  839.000,00
i n JF Bidan Pemula 5 Jabatan Fungsional | 0B 700.000,00
N A, JF Apotcker Ahli Madya 11 ) \J.algg{gn Fungsional OB 2 053, QQO 00
B JF Apoteker Ahli Muda ] 9 Jabatan Fungsional 0B 1.553.000,00
- JI® Apoteker Ahli Pertama - 8] - Jabatan Fungsional 0B | 1.210.000,00
| — U Asisten Apoteker E‘mm“lmi_ __ | 8 Jabatan Pungsional oB ~1.172.000,00
. ten Apotcker Mahir 7 Jabatan Fungsional on 1 033. 000,00 |
1l S JF A-u-eic n Apoteker Ternmypil - [5) _Jabatan Fungsional | on  839.000 tﬁ
[~ JI Asisten Apoteker Pemula 5 Jabatan Fungsional 0B L 700.000,00 |
JF Radiografer Ahli Madya 8 Jabatan Fungsional on 1.248.000,00
JI' Radiografer Ahli Muda 7 Jabatan Fungsional oB 1.101.000,00
JI' Radiografer Ahli Pertama O Jabatan Fungsional 0B 927.000,00 |
JI Radiograler Penyelia 8 Jabatan Fungsiounal oB 1.182.000,00
JI' Radiografer Mahir I | Jabatan Fungsional OB 1.033.000,00
RN - B ar Radiografer Terampil o _Jabatan Fungsional | OB | 839.000,00
= I . ' JF Rad:_r;;afalu Pemula 5 | _ Jabatan Fungsional oB s DR300
- ©|Ur Pranata Laboratorium Kesehatan Al 11 Jabatan Fungsional OB 2.053.000,00
S . =T B Madya . = i =
"h: :‘“"""‘ Laboratorinm Kesehatan Abli 9 Jabatan Pungsional on 1.553.000,00
uda = ] —
JIF Pranata Laboratorium Keschatan Ahli 8 Jabatan Fungsional OB 1.210.000,00
e Pertama . . — — = e
JF Pranata Laboratorium Kesehatan 8 Jabatan Fungsional 0B 1.172.000,00
__ |Penyelia M S - i TP i _
:’:? l[‘mnmn Laboratorium Keschatan - Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
aniir =
JF Pranata Laboratorium Keschatan 6 Jabatan Fungsional OB $39.000,00
Terampil "
;{z“r:;:mm Laboratorinm Keschatan 5 Jabatan Fungsional OB 700.000,00
JF Penata Anastesi Ahli Madya 1) Jabatan Fungsional oB 2.053.000,00
JF Penata Anastest Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.5535.000,00
Jl~‘ Penata Anastesi Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.210.000,00
’ 11 Jabatan l‘l.m.gmoual B 2.053.000,00
5 9 | on
i 8 CoB | 1.210.000,00
- . 8 _ Jal )!’“d" I-lmgmolml OB ~ 1.172,000,00
B - 7 Jabatan Fungsional | OB 1.033.000,00
510 : U o 6 Jabatan Fungsional 0B 839.000,00
_|JF Sanitarian Ahli Madya | 11 Jabatan Fungsional oB 2.053.000,00
1 - i JF éﬂnilﬂﬁl—lll_(\]]Mldﬂ’ - 9 Jabatan Fungsional onB ~1.553.000, 00
I JI Sanitarian Ahli Pertama 8 L Jabatan Fungsional 0B 1.210.000,00
JIP Sanitarian Penyelia 8 Jabatan Fungsional oB 1.172.000,00
JIF Sanitarian Mahir 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
e JIP Sanitarian Teraunpil O Jabatan Fungsional (8] 839.000,00




Madya

KE!
NO PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN 5 u:;:" JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
B | g T ‘"j: SEII]]"IQ"li[-}]‘I P(:m_}l}a ., 0 5 _Jabatan Fungsional OB 700.000,00
¥ Nutrisionis Ahli Madya sl 11 ___Jabatan Fungsional | OB |  2.053.000,00 |
= JFP Nnm.s?’)t_xfs 7AJ311.7Mud:.~1 | 9. Jabatan Fuangsional OB 1.553.000,00
B ) _|JF Nutrisionis Ahli Pertama S— 8 Jabatan Fungsional | OB |  1.210.000,00
77777 o JI" Nutrisionis Penyelin 8 Jabatan Fungsional - oB ~ 1.172.000,00
JF Nutrisionis Mahir 7 Jabatan Fungsional 0B 1.033.000,00
JF Nutrisionis Termnpil O Jabatan Fungsional onB 839.000,00
.II: 'I‘Lku?sE lultlmkmulfa I’cu\:ll.:lin 8 Jabatan Fungsional 0B 1.172.000,00
JI'\ .l‘ckufsx. Elcuoku:cdfﬁ Mahir : ¥ é Jabatan Fungsional OB 1.033.000,00
JI Teknisi Eletrokmedis Terampil 6 Jabatan Fungsional 0B 839.000,00
. JI' Perckam Medis .f\hl.: Madya —1. .13 __Jabatau Fungsional [ 0B 2.053.000,00
SR _|JF Perckam Medis Alli Muda 9 Jabatan Fungsional | 0B | 1.553.000,00
il JF Perckam M_e_rh.srp\.hhr}’t.‘t‘laimd . | 8 Jabatan Fungsional | OB |  1.210.000,00
& W1 | _|JF Perelam Medis Penyelia 8 | Jabatan Fungsional | OB [ 1.172.000,00
' S JF Perekam Medis Mahir [ S | Jabatan Fungsional OB | 1.033.000,00
SN S __|JF Perekam Medis Terampil S 6 _Jabatan Fungsional OB 839.000,00
JIP Penyuluh Kesehatan Masyarakat Abli I . =
Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2‘053,()00'00
JFP Pt’uy‘llluh Kesehatan an-‘nakqt Anli | . . . j O g e
Muda 9 Jabatan Fungsional op 1.553.000,00
JF Penyuluh Keschatan Masyatakat Ahli N i e R
Pertama & 8 Jabatan Fungsional oB 1.210.000,00
JI Penyuluh Keschatan Masyarakat y
Penvelia 8 Jabatan Fungsional 0B 1.172.000,00
JF Penynluh Keschatan Masyatmkat ; y
Mabhir 7 Jabatan Fungsional OB 1.033.000,00
JF Penyuluh Keschatan Masyarakat :
Terampil 6 Jabatan Fungsional OB £39.000,00
Pelaksana - e =5 = ™1
S S Pelaksana Kelas 7 (S1) )7 | Pelaksana ~1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana 937.000,00
-1 |Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 781.000,00
[ | Pclakv,ana Kelas 4 (SMP) N 4 _Pelaksana ~421.000,00
=T e e TN Pelaksana Kelas 3 dan 1 (!:D‘l N . 3 ] ~ Pelaksana 334.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM | . _— S T E———
| DAN PERUMAHAN mﬂ,? AT Kepala Dinas PUPR 14 Pimpinan Tinggi Pratama oB 10.574.000,00
Sckretaris Dinas PUPR 12 Jabatan Struktural 0B 4.064.000,00
Kepala Bidang Pengairan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
= Kepala Bidang Bina Marga 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00 |
=T e _|Kepala Bidang, Cipta Ravya _11 _ Jubatan Struktural _oB _2.891.000,00 |
Kepila Bidang Pc{:ataa.u Fosag, . 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
ICBeCH, on W B ~ |Perumahan dan Kawasan Permukiman | T A -
- Kepala Bidang Pertanahan B Jabatan Struktural OB _2.891. 000,00
KepalixSub: Bagien, Umnp dan 9 Jabatan Struktural oB 2,223.000,00
— Kepegawaian — e - J——— e
Kepala UPTD I’cngelnlnan Kawasan 0 Jabatas Suuktux d OB 1.934.000,00
L 1 B Sckuting Terpadn |
Kepala Sub Bagian TU UPTD Pe ngclnlnnn & Jabitan Stiildral OB 1.325.000,00
Kawasan Sckuting Terpadu
Jabatan Fungsional (Dampak
~_ |Pemnyederhanaan Birokrasi) p——— B N o
JI' Perencana Ahli Muda B 10 Jabatan Fungsional o 12,223.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional oB 2,223.000,00
Ahli Muda I — N = —— B
JE Tehnik Peugﬂurm Ahl.l Muti a | 9 1 Jabdtan 1“11]15{%1{)!1.’&1 oB ~1.934.000,00
JIF Tehuik Jalan dan Jembatan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
i — |or rata Bangunan dan Perumahan Ahli 9 Jabatan l'uugﬁ;mnﬂl oB 1.934.000,00
0=  |Muda — . . ST . &
JF Tehnik [‘envehnlan ngkungan n Ahli 9 Jabatan Fungsional oB 1.031.000,00
| Muda B I i o — S
. JIF Pembina Jasa I(un-s;trukm Ahli Muda 9 | Jabatan Fungsional oB 1.931.000,00 |
JF Analis Kebijakan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
JI' Penata Ruang Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
Jabatan Fungsional
JI Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JIF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 11 Jabaten Fomesional OB 2.059.000,00
Ahli Madva - ——iey
JF Percncana Ahli Madya I i . Jabalan l'uugsmndl 0B | 2.059.000,00
|uv Perencana Abli Muda . 10 o | 1.567.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional R 1.667.000,00
Ahli Muda o e . tiaiitionis
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
— __|Ahli Pertama S—— Zi_ N . .
=8 JF Tehnik Pengairan Ahli Mac M"ld\"i I R - 1 Fungsional 0B - 2,059.000,00
T JI Tehnik Pengairan Ahli Muda 9 Fungsional oB |  1.567.000,00
= =" JF Tehnik Pengairan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 |
JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
Madlya
JF Tehmik Jalan dan Jembatan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Tehnik Jalan dan Jembatan Ahli 8 Jabatem Fungsional 0B 1.205.000,00
Pertama -
J¥ Tata Bangunan den Perumahan Ahli 1 Jabatan Frmgsional OB 2.059.000,00




KELAS
NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
JE Tata Bangunan dan Perumahan Ahli
ot . IMuwda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Tata Bangunan dan Perumahan Ahli | _ e - - ]
| - lPertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Tehnik Penyehatan Lingkungan Ahli e R ) g
- Madya _ 1 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Tehnik Penyehatan I.ingku}:ﬁan Ahli X Z =
______ - L= Mida =L 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JP Tehnik Penyehatan Lingkungan Ahli B S ) = e
Pertama ' 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Jl*“ Pc.mb%u::l Jasa I\iuuslruksf Ahl? Madva 12 Jabatan Fungsional 0B i 752.7.0579.0(}0,00
JI Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1,205.000,00
JF: Aual?s |\:'~‘b‘fi“k=m Ahh: Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
J I~. Aua}.}s I\_chjl!u.kan AhJJ Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 |
.Jl: n":na_h:s_ Kebijakan }\hh Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1,205.000,00 |
e JI Penata Ruang Ahli Madya. 11 Jabatan Fungsional | OB | 2.059.000,00
. S JF Penate Ruang AbliMuda,_ L9 | Jabatan Fungsional 0B | 1.567.000,00
p— . JF Penata Ruang Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
S i i __|Pelaksana _ =] )
|Pelaksana Kelas 7 (S1) s Pelaksana on 1.116.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana on ~937.000,00 |
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana onB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 421.000,00
Pelaksann Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana OB 334.000,00
8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN Kepala Dinas Kependudukan dan : i B .
PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil 14 Pimpinan Tinggi Pratama oB 16.541.000,00
Sckretaris Dinas Kependudukan dan - ik ._; i k_ _ﬂ_ [ i
Pencatatan Sipil 2 abatan St n_ L o _0“____ . "__5.089.0()(),00
Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran o Tabitan St ( |
i e  |Penduduk . :1)ir-m Struktura _(_)B _'1_.1 ‘-)0._0()(),90_
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 9 Jabatan Struktural on 1.190.000,00
Bl ~ |Kepala Bidang Pengelolaan Informasi g, i g
c abe St e
Administrasi Kependudukan 9 Jabatan Sty u.k?.uu—:] oB 4.190,000,00
epala Bid Pe ats a ds = | % sne.ome —afl
I\Fpnlr—\. idang Pemanfantan Data dan 9 Jahatan Seealétual OB 4.190.000,00
Inovasi Pelavanan P
Kepala Sub Bagian U 1
REpAIRSUDb Bagiap Lot dan 0 Jubatan Struktural oB 2.758.000,00
Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keuangan Q9 Jabatan Struklural oB 2.758,000,00
lepala UPTD Dinas Kepe an da
Kepala U1 3.l)luma Kependudukan dan . Jabakn Sl on 2.701.000,00
Pencatatan Sipil
Kepala Sub Bagian UPTD Dinas
Jabe S OB 3 000,00
. Kependudukan dan Pencatatan sipit | © | Jabatan Struktum o e
" |uabatan Fungsional (Dampak e
Penyederhanaan Birokrasi) b (S e B e
- - i |JE Perencana Ahli Muda i 10 Jabatan Fungsional 0B 2.758.000,00
JE Administrator ])f\tahnsw. 9 Jabatan Fungsional on 2.701.000,00
- _— Kependudukan Ahli Muda ) N e . e —
|- ~_|JTF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional B oB ~2.701.000,00 |
- Jabatan Fungsional N : N
JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
JI Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JI' Perencana Ahli Pertama g Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
JF Administator Databane 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
kependudukan Ahli Madya
JIF Administrator D:.at:lb:-lsc 9 Jabatan Fungsional oR 1.567.000,00
- Kependudukan Ahli Muda =
JI Administrator Database 8 Jahatan Fungsional oB 1.205.000,00
T Kependudukan Ahli Pertama mileiilall i R A1 e e =
o _|JF Analis Kebijakan AhliMadya | 12 Jabatan Fungsional | OB 2.059.000,00
- . JF Analis Kebijakan Ahli Muda |10 Jabatan Pungsional | OB 1.567.000,00
) o _|JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 ~Jabatan Fungsional | OB ~1.205.000,00
— __|petaksana S A — EEa e
S e _|Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 _Pclaksana B 0B 1.116.000,00 |
i Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelakana o8 937.900,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana [915] 781.000,00 |
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 41 Pelaksana 0B 421.000,00
B Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana On 334.000,00
o DINAS KEPEMUDAAN, I{c|taulfl Dinas Kepemudaan, Olahraga dan 14 Pimpinan Tinggi Pratama OB 10.574.000,00
| ” |OLAHRAGA DAN PARIWISATA |Pariwisaln ) . E
Selcretaris Dinas Kepemudsian, Olahraga 12 Jabatan Struktural oB 4.064.000,00
dan Pariwisata N o = =
Kepala Bidang Kepemudaan B N - __Jabatan Struktural 0B | 2.891.000,00 |
i ) Kepala Bidang Olahraga | ni | yabatan Stuktural oB 2.891.000,00
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
— s _|Ekonomi Kreatif ol &
Kepale Badang Pengcnlnhfmgan Reapinas 11 Jabatan Struktural oB 2.891,000,00
S | dan Kelembagaan Pariwisata JC i . e | [ B
Kepala Sn.h Bagian Umum dan 9 JabstE: SEalkEl oB 2.223.000,00
- Kepegawaian e - o e
]\t:p.:-ll-fl UPTD Pengelolaan Sarana 9 Jabatan Strileia OB 1.934.000,00
Pariwisata




NO PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN J::':’;:H JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
Kepala Sub Bagian UPTD Pengelolaan R
pases || v  |sarena pariwisata & | WebaenStmidusl | OB 1.325.000,00
= . | Jabatan Fungsional (Dampak ' B - B
| L — __|Penyederhanaan Birokrasi) )
8 - JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Pungsional | OB 2.223.000,00
JI Analis Kenangan Pusat dan Daerah - . :
Ak Muda 9 daba'ﬂfﬂ_l'tmﬁé}gxfﬁl oB 2.223.000,00
JF Pranata Humas Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB I.C):-M.U()O:()F
L::‘ .;'\_):mhsl I:.l:t].-nkmll Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
JI' Pengelola Pengadann Barang dan Jasa : 5
Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
o JIF Adyatana Kepariwisataan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional onB 1.931.000,00
' . - Jabatan Fungsional . ws N
- ) ~ |JF Perencana Ahli Madva L 1 12 Jabatan Fungsional | OB N (_)()(_j,g()
ol |JF Perencana Ahli Muda 10 _ Jabatan Fungsional | o | .7 67.000,00
N N —— . icana Ahli Pertama | 8 Jabatan Fungsional | 0B | 1.205.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah 11 Halii ) P :
Y ) ~ |anli Madva_ _ - a ml._m Fungsional oB 2.059.000,00
JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah = p ] ] . ol
- ~ |Anli Muda 9___” Jabatan F l}l;lgilf)uuj e ()Q 1.567.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah 8 Jat i sional ) :
- Ahli Pertama Tl e mt.s_m_. ungsion __..g,OE,,, - 1.205.000,00
JF Pranata Humas Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2059, 000, 00
JI Pranata Humas Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JIP Prannta Humas Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1..205.000,00
JIF Analis Ikebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
JIF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
o IJF Analis Kebijakan Ahli Pertaama 8 Jabatan Fungsional | 0B | 1.205.000,00
I ) e ) - JI' Adyatama Kepariwisataan Ahli Madya 12 | Jabatan Fungsional | QB 00,00
B . _|JE Adyatama Kepariwisataan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional | 0B | 1.567.000,00
JF Adyatama Kepariwisataan Ahli 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
B B N . |Pertama S S| e i ) ) [k N . |
: _ [|pelaksana ' I Y | . - -
Pelaksana Kelas 7 (8syy |} 7 _ Pelaksana oB 1.116.000,00
o Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana on 937, OQ_O,_O_O
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana onB 781,000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 1 Pelaksana OB 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana [$1F) 331.000,00
DINAS PENGENDALIAN Kepala Dinas Pengendalion Pendudulk, e G
4 P an T Pratams on 10.574.000,00
| 1° |PENDUDUK, KB, PP DAN PA  |KE, PP dan PA 14 | Pimpinan Tinggt Pratama e 5
Sekretaris Dinas !-’Lugemlah-m P:,mluduk 12 Jabatan Struktural oB 4.061.000,00
_ KB, PP dan PA o al E———— = == B .
e pala Bidig Telubage Brscmanm 11 Jabatan Strukiural on 2.891.000,00
- ~ |Keluarga Sejahtera R i I (e -
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk 11 Jabatan Struktural oB 2,891.000,00
|Penyuluhan/KIE dan Penggerakan I B i S B . e
Kepala Bl(lang Pemenuhan Hak dan 1 Jabutan Steuktigel oB 2.801.000,00
Perlindungan Anak . o
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
opai. Shb: Baglan Uniem dai 9 Jabatan Struktural on 2.223.000,00
Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural aB 2,223.000,00
Kepala UPTD Peslindurigan Percnipuan Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
dan Anuk
Kepala Sub Bagian TU Urrp 8 Jabatan Struktural OB 1.325.000,00
Perlindungan Perempuan dan Anak B
N Jabatan Fungsional (Dampak -
. o  |Penyederhanaan Birokrasi) | | [ [— —
il ~_|JF Perencana Ahli Muda _ 10 _ Jabatan Fungsional | 0B | :
JE Penata Kependudukan dan Keluarga 9 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
~_|Ahki Muda == SR — - | - E—
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
|Muda - N i : .
i B JI Penyuluh Sosial Ahl: Muda 9 [ Jabatan Fungsional [ OB |  1.934.000,00
| I - Jabatan Fungsional B - _ ) l e | B ——
- JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00 |
JIF Perencana Ahli Muda 1 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JI Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 |
JI Penata Kependudukan dan Keluarga 1 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
Ahli Madva
JE Penata Kependudukan dan Keluarga 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
Ahli Muda
JF Penata Kependudukan dan Keluarga 8 Jabeitan F‘ungsiﬂnal on 1.205.000,00
s AWl Peetar - o e b e - i
JI* Penggerak Swadaya Masyarakat Abl 11 Jabatan r‘ungswn'\l on 2.059.000,00
Madva | = P — g, S i
:’: };""g““dk Swadaya Masyarakat Abli 10 Jabatan Fungsional on 1.567.000,00
uda _ o A I
JK Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
— |Pertama - : s = sy
e . JF Penyuluh Sosial Ahli Madya 1 | Jabatan Fungsional | oB | 2.089.000,00
] [ e - 7; JF Penyuluh Sosial Ahli Muda | 9 Jabatan Fungsional oB -
i ~|JF Penyuluh Sosial Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional | OB |




NO KELAS
PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
JABATAN
— Pelaksana
- e o Efﬁfianﬂ_lir_lasl_(s ) 5 7 _ Pelaksana 0B | 1.146.000,00
= e ff{ ksana l‘frlﬂsg (D3) o 6 _Pelaksana OB | 937.000,00 |
L oy ?)c_:k{?f‘p'-i'!\-(%s 5 {.‘fﬂh\j . I Pelaksana OB ~781.000,00
[y P:'-].qksffm:l lw flﬂ 4 (SMP) — 4 _ Pelaksana ~oB | 121.000,00
claksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 oB 331.000,00
SATUAN POLISI PAMONG
11 PRAJA, PEMADAM Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, _ " .
KEBAHARAN DAN Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1% Pimpinan Tinggi Pratama oB 10.574.000,00
PENYELAMATAN
Sckretaris Satuan Polisi Pamong Praja,
B o Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 12 Jabatan Struktural OB 1.064.000,00
Kepala Bidang Pencgakan Perda dan = i e
n| . . Perbup au,. 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Bidang Ketentraman dan = i i | =
= o B, _|Ketertiban Umum__ I | ]71 . jah'-]mn Struktural oB 2.891.000,00
| Kepala Bideng Perlindungan Masyarakat | 11 _Jabatan Struktural | OB | 2.891.000,00
Kepala Bidang Pemadam kebakaran dan
| Penvelnmatan 7 11 Jabatan Strukiural 0B 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan ) h s -
il T |Kepegawaian 9 Jabatan Struktural 0B 2,223.000,00
L Kepala Sub Bagian Pﬂuu.m.mu o 9 Jabatan Slnlk@ . ~on_| T(m,()_(_)
Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural on 2.223.000,00
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala Scksi Pembinaan dan Penyuluhan 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala Scksi Opl'..tﬂisi. dan Pengendalian 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00 |
1 o e Kepala Scksi Kerjasama 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Seksi Satuan Perlindungan
Mosyiiaion. 9 B JH[T?P,ST&TI},MI an 1.9341.000,00
T . ~ |Kepala Scksi Bina Potensi Masyarakat 9 Jabatan Staktural 0B | 1.934.000,00
o . s Kepala Seksi Sarana dan Prasarana L ) _Jabatan Struktural OB 1.934.000,00 |
Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran 9 JAb A S -
i dan Penvelamatan = Jabatan Struktura OE_ .1.)34.000,097
B Kepala UPTD Pemadam Krhakamn - .8 _Jabatan Struktural | OB 1.934.000,00
Kepala Sub Bagian TU UPTD Pemadam . iy I IR
Kehakeiian = _t_i o Jabatan buukl_uml ) ___OB 771;12:.7()03,0(1 ,
" |Jabatan Fungsional (Dampak [ i
Penyederhanaan Birokrasi)
JT Polisi Pamong 'raja Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.9341.000,00
JI Analis Kebakaran Ahli Muda 9 Jabatan Ffungsional OB 1.931.000,00
. Jabatan Fungsional
JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya 1 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
] B JF Polisi Pamong Praja Abli Muda 9 ~__Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
i — B |JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama | 8 | Jabatan Fungsional | OB | 1.205.000,00
S |JF Polisi Pamong Praja Penyelia 8 __Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
3,
JF Polisi Pamong Praja Pelaksana 7 Jabatan Fungsional on 1.033.000,00
. ~ |Lanjutan o p— i N —
. JE Polisi Panmng Pr'n"l Pelaksana 6 Jabatan Fungsional OB | 839.000,00
L - ~ |JF Polisi Pamong Praja Pemula S Jabatan Fungsional | oB __700.000,00 |
g JF Analis Kebakaran Ahli Madya 1 atan Pungsional | OB | 2.059.000,00
JF Analis Kebakaran Ahdi Muda ) Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JI" Analis Kebakaran Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (S1) 24 Pelaksana OB 1. 146.000,00
i Pelaksana Kelas 6 {D3) i 6 Pelaksana oB 937.000,00
. : — = _|Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 | Pelaksana | OB | 781000, u()
L) —Ipclaksapakelsa(smp  } 4 ] Polaksana 0B | 421.000,00
T s _|Pelaksana Kelas 3 dan 1(SD) . - A Pelaksana _OB
12 |DINAS KETAHANAN PANGAN _|Kepala Dinas Ketahanan Pangan 14 " Pimpinan Tinggi Pratama | OB 110.574.000,00
iy ~ |Sckretaris Dmns. Ketahanan Pangan 12 Jabatan Struktural | OB | 1.061.000,00
Kepala Bidang Ketersediann Cadangan 1 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
ldan Kerawanan Pangan o s . st
Kepala Bidang Distribusi, Harga dan 1 Jabatan Steikhiral oB 2.891.000,00
Kelembagaan Pangan
Kepala Bidang Konsumsi,
Penganckamgaman Mutu, dan Keamanan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Pangan
Kepala Sub Bagian Umum dan 9 Jabatan Stiktiial OB 2.223.000,00
Perencanaan
Jabatan Fangsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi)
n alia I g . <
JF Aualis Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional OB 2.223.000,00
_{Ahl Muda
= N __|JF Analis hc@:aidn_l’axlgrm Albli Muda 10 Jabatan Fungsional | OB ~ 1.934.000,0¢ 00
x JI Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli &8 1.934.000,00
Muda o T — . (o R
[ " |Jabatan Fungsional | . o -
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah 11 Jabatan Fungsional OB 059.000,00
| Ahli Madvya - - —_— i
JI Analis Kenangan “Pusat dan Daerah o Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
- Ahli Muda S _ N =zl




PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN ngﬂ JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
JIF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
(Dl ~ |Anli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JI Analis Ketahanan l‘nugru] Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
: o ~F A_rlajl:q__l_\’etahunnp F‘nugal!\hii _Muda N 10 _Jnhmtm f-ﬂ;mgsinnnlr 0B 1.567.000,&)()-
JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama 8 Jabatan fuughwndl oB 1.205.000,00
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli =" = i
Madvi 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli '
Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli
Pertatna 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JE Pengawas Mutn Hasil Pertanian
Penvelia 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
JI' Pengawas Multn Hasil Pertanian
Beliang Taniitan 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Pelaksana 6 Jabatan Fungsional OB 839.000,00
JI Pengawas Mutu Hasil Pertanian it =
) o _ |Pelalsana Pemuts 5 Jabatan f‘ungsnonn] OB 700.000,00
_ |Pelaksana o = T N e g o il [ IR
~|Pelaksana Kelas 7 (81) = 7 _ Pelaksana | oB
n  |Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 | Pelaksana | oB
_ |Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 | Pelaksana 0B 781.000.00
Pelnksann Kelas A sMp .l # Pelaksana ~oB 421.000,00
L Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) a  Pelaksana 0B 334.000:00 |
DINAS TANAMAN PANGAN DAN | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan FA sl
HORTIKUL e —— 14 Pimpinan Tinggi Pratama 0B 10.574.000,00
Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan i3 i
e —— abatan Struktural 0B 4.064.000,00
Kepala Bidang Tanaman Pangan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Bidang Hortikultura 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepele Bifang Pivssrana dan Saramn 11 Jabatan Struktural OB 2.891.000,00
Pertanian haig : - i : '
Kepala Sub Bagian Umum dan - o
Jabatan Struktural onB 2.223.000,00

Perencanaan

| Pertanian

Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan

Kepala Sub Bagum TU UPTD Balai

|Pelaksana Penvuluhan Pertanian

1.934.000,00

1.325.000,00

Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi)

JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah

9 Jabatan I sior
= Ahli Muda o sheten Fumgeimal B | 222300000
JF IWAS tu Hasil Pertanis i N
;4'1[32"2'“‘73‘; Biutn Hasll Pestanian AR 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
- JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda o Jabatan l'-‘un_p,;io;n.:al. onB I.OIM.E)UO,()O:
JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.9341.000,00
N Peneaws P a ssin Perd 3 )
:'J\ih.lt t}:ﬁ:::’"‘ L W e 10 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
Jabatan Fungsiopal | |
_|JF Penyuluh Pertanian Madya 12 Jabatan Fungsional oB _2.059.000,00
JIF Penyulub Pertanian Muda 10 Jabatan l'uugsmual 0B _ 1.567.000, 00
o N J¥ Penyuluh Pertanian Pertama -8 ~Jabatan Fun OB ~1.205.000,00
[ 7 |JF Penyuluh Pertanian Penyelia 9 Jabatan I‘ur OB ~ 1.567.000,00
JF Fegy i Pertatis Felakehin Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
_|Lanjutan - R ~ — e =
= =N ~_|JF Penyuluh Pertanian Pelaksann I ~Jabatan Fungsional OB | 1.033.000,00
JIF Penyululy Pertanian Pelaksana Pemula 5 Jabatan Fungsional 0B 700.000,00
JT' Analis Kenangan Pasat dan Daerah 11 Jabatan B ungswnul OB 1.802.000,00
~ |Ahli Madya el - i . | ([RGRRA S -
JT Analis Kenangan Pusat dan Dacrah 9 Jalsaten i~uugsumal OB 1 .)(;7 000,00
Ahli Muda o . I ——
JF Analis Senangan Pusat dan Dacrah 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Alli Pertama
‘:n'lg‘"‘g"‘“’“"' e Handl Patanton Al 1 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
adva
.;1]? T;cngnwns Mutu Hasil Pertanian Ahli o Jsbatan Fungsional OB 1.567.000,00
wda
JI Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 8 Jabatan Pungsionsl OB 1.205.000,00
Pertamea
JI l’t:u.gawus Mutu Hasil Pertanian 8 Jabatan Pungsiensd OR 1.205.000,00
Penvelia - d
& ' 1 ey 1
JE-Prmgasas Mutn Hesdl Pertanin T Jabatan F‘ngsional oB 1.033.000,00
. Pelaksana Lanjutan T y . . -
JF Pengawas Mutt Hasil Pertanian 6 Jabatan r‘ungqlmml OB 839.000,00
. Pelaksana e == = I —
JI' Pengawas Mutu Hasil Pertanian 5 700.000,00
SO ST Pelaksana Pemula ek ]
- JF Pengawas Benih l‘auaman Ahh M'arlv-a 11 x]ul)atan B ungq oB 2.059.000,00
e o ~ |[JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda 9 Jabatan F-:mgsar)nal OB 1.567.000,00 |
JF Pengewas Benih Tanaman Ahli 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
— Pertama . - I " . Lo S
JF Pengawas Be nih Tanaman Penyelia 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 |
JIF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana o Jabatan Pangsional OB 1.033.000,00

Lanjutan




KELAS
NO PERANGEAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
L I JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana | 6 Jabatan Fungsional 0B 839.000,00
JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana - = - W ——
. e —— B Pemula 2 Jabatan I“llugsionnl 0B 700_()00'(,0
JI Pengawas Alat dan Mesin Pertanian [ ; o N R B
" Ahli Madya - 12 Jabatan IF unge,wu.tl OB 2.059.000,00
JI Pengawas Alat dan Mesin Pertanian e - o Dy i
Alli Muda N 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Pc-n[.,awaq Alat dan Mesin Pertanian | A N - 3 !
Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
Pelaksana
I:ctaksana l\:clns 7 lSz] 7 Pelaksana QB 1.116.000,00
l)cla.ksaua lx'clas E (D3) [6) Pelaksana 0B 937.000,00
o Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00 |
| N |Pelaksana Kelas 4 (SMP) . I Pelaksana oB 421.000,00
B Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 1 3 I’elaksmna o loB | 334.000,00
14 |DINAS PERKEBUNANDAN | T i s (i - o R [ - <
PETERNAKAN Ixt.]mla Dinas Perkebunan dan Peternakan 11 Pimpinan Tinggi Pratama OB 10.574.000,00
Sekretaris Dinas Pe Pcr‘kelulr]ﬂn dan . . . . = S B
N Peternakan 12 Jabatan Struktural op 1,064.000,00
- B Kepala Bidang | Prrkchun;m__ _________ 11 I ‘Jahmaﬁgfrﬁl?m-nr | o mm.&')o,no
Kepala Bidang Peternakan dan Keschatan B :
,,,,,,,, oy Hewan 11 Jabatan Str ukuu oB 2.891.000,00
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Ca o =] — ]
Penvuluhan 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan o T
Pérencanaan 9 Jabatan Struktural OB 2.223.000,00
Kepala UPTD Kebun Induk Kopi 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala UIPTD Rumah Potong Hewan 9 Jabatan Struktural oB 1.931.000,00
Kepala UPTD Puskeswan dan 0 "
Pengembangan Ternak Liwa Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala UPTD Puskeswan dan o 5l - .
= Pengembangan Ternak Batu Ketulis 9 abatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala UPTD Puskeswan dan 5 Tal
~ |pengembangan Ternak Gedung Surian | | s atan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala UPTD Puskeswan dan 5 ; I— s el K Ny
Pengembangan Ternak Wav Tenong , i o5 | 129400000
Kepala UPTD Puskeswan dan 8 Jak S 1 e
Pengembangan Ternak Lumbok Seminung Jabatan Struktura OB 1.934.000,00
TR ~ |Kepala UPTD Puskeswan dan N = TN o
Pengembangan Ternak Bandar Negeri Q Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
. Suoh = k. =
Kepala Sul ian TU U g
Repale Suly Ragian TU UFTD Rebam 8 Jabatan Struktural OB 1.325,000,00
5 Induk Kopi R e = = S
Ki Sub B TU UPTD ah
Kepala Sub Begian Rumeh 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Potong Hewan S ey o
Kepala S TU UPTD P
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskcswan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
dan Pengembangan Ternak Liwa
. a Sub Bagian TU UPTD Puskesws
Kepalu &b Bagian TU UFTD Enshesvan 8 Jabatan Struktural OB 1.325.000,00
dan Pengembangan Ternak Batu Ketulis P . - | N L]
Kepala Sub Bagian TU U PID Puskeswan
dan Pengembangan Ternak Gedung 8 Jabatan Struktural oB 1,325.000,00
N Py = _ |Surian B i N = —— =
J %
Kepal Sub Bagian TU UPTD Puskeswan 8 Jabatan Struktural OB 1.325.000,00
= = _|dan Pengembangan Ternak Way Tenong BN L
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswnn
dan Pengembangan Ternak Lumbok 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00
|Seminuneg b = == —
Kepala Sub Bagian TU UPTD Puskeswan
dan Pengembangan Ternak Bandar Negeri 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
_|Suoh " I
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi)
JIP {\nnhs. Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional OB 2.223.000,00
Ahli Muda
JE Pengawas Benih Tanaman Abli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
JFF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Al 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
| Muda = -
e
‘;: "‘l‘”"]‘“ Pasar Hlasil Pertanian Abli 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
- uda et oy gt ) Ay
B - - ~ WFE Pengawas Btlul 'l‘um}s {\hh Muda N [ | Jabatan Fungsional 0B ~1.934.000,00 |
JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
jAbWliMuda S o SN gt Hae
N JI Penyuluh Pertanian Ahli Muda = 10 | Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
7777777 B Jabatan Fﬂﬂngl 7 i R - = : -
. JF Medik Veteriner Ahli Madya 11 ~Jabats 311___[‘:1::9,310113!,7777 0B | 2.059.000,( 00
i JF Medik Ve cr Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB ~ 1.567.000,00
JF Medik Veteriner Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JI .’f\l]‘dlls Kenangan Pasat dan Dacrah 1" Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
Ahli Madva
JF {\uulns Keuangan Pusat dan Dacrab 9 Jabatan’ Fungsional OB 1.567.000,00
Ahli Muda
JE .‘_\unlm Keunangan Pusat dan Daerah 8 Jahatan Fungsional OB 1.205.000,00
Ahli Pertama
JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
i} o JF Pengawas Benih Tanaman Abli Muda [ 9 ~ Jabatan Fungsional oB ~ 1.567.000,00 |




KELAS
NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
JF Pengawas Benih Tanaman Ahli -
| T S it |Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
JI* Pengawas Brmh Ianqﬂjgjgnyrha ‘8 LJE{)_#}i&E’l_E!I_]gSEDaIH = oB | 1.205.000,00
JF Pengawas Benih Tanaman Pelaksana 1 . o
N B ~ |vanjutan 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
1 JF Pengawas Be ulh Talmumn Pelaksana G Jabatan ﬁmgsirmnl il oB ' _8.';9.6(1_0,0(5_
JF Pengawas Benilh Tanaman Pelaksana X i ot i |
Pemula 5 Jabatan Fungsional oB 700.000,00
JF Pengawas Muatu Hasil Pertanian Ahli - :
Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli 3
Mudsa C) Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli :
Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
JI Pengawas Mutu Hasil Pertanian i
Penvelia 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
JF Pengawas Mutu lHasil Pertanian N ;
. Pelaksana Larijutan T Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian G :
Pelaksana - B ] - Jabatan Fungsional oB 839.000,()0
JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian . SR -
_|Pelaksana Pemula g S B Jahnl:-m_F‘t_n|gsmnal on 700.000,00
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli . S = . :
. Malya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli | .
Muda 10 Jabatan l“ungsmual 0B 1.567.000,00
JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli . B[ N = = ———
Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
B L : JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Madya S Jabatan Fungsional | OB ~ 2.059.000,00
- __|JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00 |
JF Pengawas Bibit Tenak Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
JEF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian 12 Jal F i B 2
Ahli Madva Jabatan Fungsional O 2.059.000,00
JIF Pengawas Alal dan Mesin Pertanian ! 1
Alli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
JT Pe s Alat dan Mesin Pe s
.n.uguwus e L 8 Jabatan Fungsional aB 1.205.000,00
Ahli Pertamea
JI* Penyuluh Pertanian Madya 12 Jabatan Fungsional oB. 2,059.000,00
L, ~ |JF Penyuluh Pertanian Muda | 10 | Jabatan Fungsional 0B | 1.567.000,00
ul s i .J!W[’Vt.uvullﬂl Pertanian Pertama & 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
SN [ ~|J¥ Penyuluh Pertanian Penyelia o | Jabatan Fungsional 0B _1.567.000,00 |
> Pelaks
ey e e 8 Jabatan Fungsional o 1.205.000,00
Lanjutan D i TG e
e ~ |JF Penyuluh Pertﬂmzm Pelaksana ~Jabatan Fungsional 0B  1.033.000,00
JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula 5 Jabatan Fungsional 0B 700.000,00
___ e i Pelaksana o [k - , oo ]
I Pelaksana Kelas 7 (S1) Z Pelaksana oB 1.146.000,00 |
Pelaksana Kelas 6 (D3) [€] Pelaksana on 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana O 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana 0B 121.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 331.000,00 |
15 [DINAS PERIKANAN | Kepula Dinas Perikanan o 14| Pimpinan Tingei Pratama | OB__| 10.574.000,00
L |Sekretaris Dinas Perikanan 12 _Jabatan Struktural 0B ~ 4.064.000,00
i B e Kepala Bidang Perikanan Tangkap 11 _Jabatan Struktural OB 2, 89] 000,00
Kepala Bidang Pengawasan Pengolahan 11 Sabaten Strietual on 3.891,000,00
__ |dan Pemasaran hasil Perikanan L L il Sl
_,,7 _|Kepala Bidang Perikanan Budid: ya 11 | Jabatan Struktural on 2.891.000,00
B Kasubbag Umum dan Perencanaan .9 Jabatan Struktural on 2.223.000,00 |
Kepala UPTD Budidaya 1kan 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala UPTD Kawasan Perairan Ui 9 Jabatan Struktural 0B 1.931.000,00
:{cpnjﬂ Sub Bagian TU UPTD Budidaya 8 Jabatan: Steiktural OB 1.325.000,00
Kepala Sub Bagian TU UPTD Rawusan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Peraivan Umumn, : =
AR ——r Jabatan | Fungsi ------ onal (Da.mpak BB BRE = . ¥ B
= - Penyederhanaan Birokrasi) | [ e [—— s o e
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00
- o — Abhli Muda | i Sl Rl SR == — s .
UK LEngpidla uksi Perikanan Iangkap 10 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
[ N o Ahli Muda S | b i S s " e il B
B JF Penyuluh Frnk'man Ahh Mmh 9 ~Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
I  |iebatanFungsiomal ) [ —
JT Analis Kenangan Pusat dan Dacrah 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
Ahli Madya - =]
JI Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fuugsional OB 1.567.000,00
Ahli Muda
JI Analis Keuangan Pusat dan Daerah 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
Ahli Pertama
JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 12 Jabatah Pangsionsl OB 2.059.000,00
Alli Madya
JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
Ahli Muda
JI I'u:ngclolh Produksi Perikanan Tangkap 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Ahli Pertama
JI Penyuluh Perikanan Ahli Madya 11 Jabatan [Fungsional oB 2.059.000,00
i 8 N JF Penyuluh Perikanan Ahli Muda 9 oB | 1.567.000,00 ]




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN o JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
. B JF Penyuluh Perikanan Ahli Pertama 8 |  Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
. [E— 1) P('n\"ulqt}j-‘rnkan'm Penvelia | 8 |  Jabatan Fungsional onB 1.205.000,00
JF Penyuluh Perikanan Pelaksana ” Jab & ional T I, AT
w |5 B ) Lanjutan d_)fl_:au: ingbuﬁ A OB_., 1.033.000,00
. JF Pe nvuluh Pe. :1ksmnn  Pelaksana O Jabatan Fungsional oB | 839.000 2,00
JF Penyuluh Perikanan Pelaksana Pemula 51 Jabatan Fungsional OB 700.000,00
JF Pengawas Perikanan Ahli Madva 12 Jabhatan Fungsimml’ onB 2.059.000,00
JI Pengawas Perikanan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional on 1.567.000,00
JF Pengawas Perikanan Ahli Pertama 8 Jabatan Pungsional OB 1.205.000,00
Pelaksana
| Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana "~ oB 1.146.000,00
. |PelaksamaRelas6(D3) | 6 _Pelaksana o8 _937.000,00
N RO (RS S 1 _|Pelaksana Kelas 5 (SMA) . 5 _ Pelaksana - oB 781.000,00
)| g = ML) | Pelaksana Kelas 4 (SMP) kB 4 _Pelaksana | OB 7472)70700 00
i . [|Pelaksana Kelas 3 dan 1(SD) _3 __Pelaksana _0B 334.000,00
~ |DINAS PEMBERDAYAAN PR o | . B B = I
Kepala Di ey rakat
16 |MASYARAKAT DAN \epain Dings, Fembendayaan M*‘“’“‘ & 14 Pimpinan Tinggi Pratama on 10.574.000,00
PEMERINTAHAN PEKON dan Pemerintahan Pekon
e Sckictaris Dinas ﬁéiﬂhunl:aya:m ) - :_ i .
Masyarakat dan Pemerintahan Pekon T dehatan Stmkirel o 4:064:000,00
{epala Bid Pemberdayae syarak
D P g o R 1 Jabatan Struktural OB 2,891.000,00
- |dan Kelembagaan Pckon B SRS ) (S b . _ A
3.
;::1]:4'1:1 Bidang Penataan dan i\u]Hbdl-lhl 11 Jabatan Struktural on 2.891.000,00
S O ST =T O e = = I T e e .
LS n B ey S S N Kepala Bidang Pemerintahan Pekon 11 ,77J§1I;atﬂn Suuktmal OB ~2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan 2 o A
3] Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
P‘ervnrnnaan » b IS, I tiiiani tal el S G
. el Kepala Sub Hﬂﬂlﬂi\_cmlgdﬂ - Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
| |Jabatan Fungsional {Dampak i —
- Penyederhanaan Birokrasi) el - . [
SR PenREerRle SRy ek Al 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
Muda
Jabatan Fungsional B -
JI Penggerak Swadaya Masyarakal Ahli i1 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
Macdva
Ii,:‘ :;(:nggcl-ﬂk Swadaya Masyarakat Ahli 10 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
uda
JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
Pertama
B ~ |pelaksana B I R .
e ;______ ~ |Pelaksana Kelas 7 (S1) S| DRI AR Pelaksana OB | 1.146.000,00
 |Pelaksana Kelas 6 {(D3) - S, S ~ Pelaksana ~9837.000,00
[ |Pelaksana Kelas 5 (SMA) B __Pelaksana ~781.000.00
= S — - Pelaksana Kelas 4 (SMP)_ § 4 ~ Pelaksana . )
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) N _ Pelaksana e 334 ()00 00
17 |DINAS LINGKUNGAN HIDUP l\Ll)Hlﬂ Dinas lingku;l-;-{:l-!-i Hidup 14 Piln|)1;ne_u1 'I'i[-lggi Pratama on 10.574.000,00
T Sckretaris Dinas Lingkungan Hidup 12 Jabatan Struktural oB 41.064.000,00
Kepala Bidang Pengelolaan dan 1 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
Pengendalian Lingkungan Hidup
Kepala Bidang Kebersihan 11 Jabatan Struktural oB 2.891,000,00
Kepala Bidang Pertamanan S 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umuin dan 9 Jabatan Struktusal OB 2.293.000,00
Perencanaan - — —
. ! Kepala Sub Bagian Keuangan 9 | Jabatan Struktwal | OB | 2.223.000,00
Kepala UPTD Pengelolaan Akhir ‘-‘mmpdh 9 Jabatan Struktural On 3.‘)34.0()0,00
- Kepala Sub Bagian TU UPTD Pengelolaan | 8 Jabatan Strukiuml OB 1.325.000,00
. N = = Akhir Sampah o . ik I R
[T R e~ - Jubatan Fungsional (Dampak i -
. ol _|Penyederhanaan Birokrasi) = S —
JF Pengendali Dampak Lingkungan Abli 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
~ |Muda . s - s
S — JIP Pengawas Lingkungan Hldup Ahli 9 Jabatan Fungsional 0B 1.934.000,00
il Muda = & B o
Jabatan i’-‘u_qgslonal L B )
JF Pengendali Dampak Lingkungan Al 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
Madva :
JF Pengendali Dampak Lingkungan Ahli 0 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
Muda
JI Pengendali Dampak Lingkungan Ahli 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
Pertama : :
JIF Pengawas Lingkungan Hidup Ahli 1" Jahatan Fungsional 0B 2.059.000,00
Madya : .
JI' Pengawas Lingkungan Hidup Ahli 9 Jabatan Pungsional oB 1.567.000,00
Muda . = e
= JI Pengawas Lingkungan Hidup Ahli 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
S, - Pertama . il ) ) . .
J¥ Penata Kelola puwnhalz-m ngkuugrm 12 Jabatan Fungsional on 2.059.000,00
p- Ahli Madva A =D, e
JIF Penata Kelola Penychatan ngkungsm 10 Jabatan Fungsional on 1.567.000,00
ity . - Ahli Muda S S i i )




KELAS
NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan
e _ |AnNPertama 8 Jabatan Elungslomﬂ 0B 1.205.000,00
SIS S =y hRaei, | e - S, SR =
i __|Pelaksana Kelas 7 (81) y 7 _ Pelaksana | 0B 1.116.000,00
L ‘Fjdal_csand I\‘c]nb'(_: (D3) 6 ool Pelaksana oB 937.000,00
Pelaksana I\.cL'-\:-a B {S:M!\) 5 Pelaksana 0B 781.000,00
Pelaksana lfclasfr‘l (SMP) . 1 Pelnksana OB 121.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana OB 334.000,00
18 DINAS PENANAMAN MODAL Kepala Dinas Penanaman Modal dan oo - .
DAN PTSP TSP 11 Pimpinan Tinggi Pratama OB 11.178.000,00
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan '
R |rrsp 12 Jabatan Strukturml OB 4.173.00(),00
Kepala Sub Ba_guau:l Umum dan IEE — — e e
B s |Perencanaan 9 Jabatan Struktural on 2.505.000,00
] . Jabatan Fungsional (Dampak B o i = & DR
=B Penyederhanaan Birokrasi) o
T JF Analis Kebijakan Ahli Madya 1 e Jabatan Fungsional | OB | 3.116.000,00
B — __|JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional | OB 2.223.000,00
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah i y = "y
B Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional OB 2.505.000,00
JF Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli T ) _ e —
Muda 9 Jabatan Pungsional oB 2.223.000,00
Jabatan Fungsional
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah .
Abli Madya 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
JIT Analis Keaangan Pasat dan Dacrah i )
Alli Muda 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
JIF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah i
Alli Pestama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
JI Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional OB | 2.059.000,00
o - TR |JUE Analis Kebijakan Ahli Muda | 10 Jabatan Fungsional 0B | 1.567.000,00 |
. |J¥ Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00 |
_ |JF Penata Perizinan Ahli Madya |12 | Jabatan Fungsional | OB |  2.059.000,00
JF Penata Perizinan Ahli Muda 10 ___Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
~lJF Penata Perizinan Ahli Pertama il 8 OB 1.205.000,00
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli B .
— 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
.~ 1 8 I "~ |JF Penata Kelol M g B e
Mudrl“ ta Kelola Penanaman Modal Abli 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
1 J ata Kelola Penan e i it——
F Penata Kelola Penanaman Modal Ahli 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
Pertama
Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (81) 7 Pelaksana oB 1.116.000,00
o Pelaksana Kelas 6 (D3) 6] B Pelaksana onB 937.000,00
L Pelaksana Kelas 5 (SMA) B 5 Pelaksana - oB 781.000,00 |
| B ~|pelaksana Kclas 4 (SMP) _4 _ Pelaksana |ooB | 421.000,00
- ) _|Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 _ Pelaksana OB | 334.000,00 |
19 DIHTA_S bb’s’x@f . B i I(vpaln Dmaq botml B Y 14 Plnlpl'llﬂﬂ mn Tinggi P P:latamn [8]=) ) l() 574.04 ()(igtii)
B Dinas Sosial = 12 Jabatan Struktural 0B _4.064.000,00 |
:(‘;p‘“f' Bidang Pertindungan dan Jaminan 11 Jabatan Struktural oB 2.801.000,00
Sia . v, b = e = i — - N
~ |Kepala rhd.mg Rehabilitasi Sosial |11 - _Jabatan Struktural 0B | 2.891.000,00
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan | 11 Jbatan Strultital OB 2.891.000,00
Penanganan Pakir Miskin - g A
Kepala Sub Bagian Umum dan 9 Jabsitan Struktural OB 2.223.000,00
'erencanaai
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederh n Birokrasi)
JIF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jahatan Fungsional OB 2.223.000,00
Ahli Muda
JI Penyuluh Sosial Abli Muda 9 ] Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
- JI Pekerja Sosial Abli Muda - 9 Jabatan Fungsional 0B 1,934.000,00
JF Penggerak SWHd‘w"‘ Masyax at Abli 9 Jabatan Fungsional on 1.934.000,00
S . |Muda I a———— e s S, (. | ki
= - _ |Jabatan Fungsional o ) e ___
JF Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 1 Jabatan Fungsional on 2.059.000,00
. = ___|Ahli Madya B R sl = e > =
JF Analis Kcu’mgﬂn Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
| — I _|Ahl Muda . = -
m s
JIP Analis Keunangan | usat dan Dacrah 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
. = Ahli Pertama - . d
N JF Penyuluh So li Madya 11 Jfllmlun T‘l]l_gj)ll:l_l___ 0B L _2_(_’)39_000 00
JIF Penyuluh Sos li Mula 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JI Penyuluh Sosial Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
JI' Pekerja Sosial Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JI Pekerja Sosial Alli Muda 9 Jabatan Fungsional R 1.567.000,00
JI' Pekerja Sosial Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1,205.000,00
*h":ﬂ";‘ nggerak Swadaya Masyarakat Ahli 11 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
va
‘Pjv: ll’rugguak Swadaya Masyarakat Ahli 10 Jabatan Fungmrmal OB 1.567.000,00
uda o il
iﬁ*“gﬂ‘ sk Swadaya Masyarakal Abli 8 Jabatan Fungsional L on 1.205.000,00
N ama_ s e, N N — N — — :




NO PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN J.:‘::“::N JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
B JF Pere a Ahli Madya B A _Jabatan Fungsional [ OB _2.059.000,00
= JF Pe na Ahli Muda -k 10 _Jabatan Fungsional 0B 67.000.00
ST . - JE Pcn"n(-'mn  Ahli Pertama o B 8 dabatan_F-‘ungéi;H:T | oB_ : _1_27057000,007
= 1 s _|JF Psikolog Klinis Ahli Madya 11 ___Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
L ~ | JI Psikolog Klinis Ahli Muda _ 9 Jabatan Fungsional OB 1,5_@7;0()0.00'
Jl“ Psikolog I_\luus Ahli E"Lfl ama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
jlr ::hmi“f‘ :zompuu_:r. a’\hlf Madya 11 Jabatan Iiungs%unal onR 2.059.000,00 |
= I)rau.:tti .umpulu. Mnlf Mu-(lu 9 Jabatan Pungsional 0B 1.567.000,00
. ranata Komputer Ahli Pertauna 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
o Pelaksana - e
| . R — Pelaksana Kelas 7 (S1) A Pelaksana | oB | 1.146.000,00 |
S TR 1) Pelaksana Kelas 6 (D3) ]  Pelaksana | oB | 937.000,00
b= L . |PelaksanaKelasS(SMA) | 5 | pelmksama | OB | 781.000,00
il . [|pelaksana Kelas 4 (SMP) e 4 _ Pelaksana OB 421.000,00
B _|Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) Ll _Pelaksana | oB 334.000,00
| 20 |DINAS PERHUBUNGAN Kepala Dinas Perhubungan 11 Pimpinan 1‘ilxggi_[’_1_:-11:-1111.:| oB 10.574.000 0()0 ,00
Sckretaris Dinas Perhubungan 12 Jabatan Strukinral on 1.061.000, O(i
Kepala Bidang Lalu Lintas 11 Jabatan Strukturnl OB 2.891.000,00
Kepala Bidang Teknik Sarana dan
Prasaiang 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
Kepala Bidang Angkutan dan
Keselamatan 11 Jabatan Struktural OB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan 5 e s
P A BET o Jabs ! ura oB 2.223.000,00
] [ _ |Kepala Sub Bagian Keuangan 9 | Jabatan Suukwral | 0B 2.223.000,00
i _ |Kepala Scksi Manajemen Lalu Lintas | 9 | Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
N B LA Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas | 9 Jabatan Struktural | 0B -—_1 -9_'3450_00_
il | Bl o5 Kepala Seksi Sarana 9 _ Jabatan Struktural | OB | 1.934.000,00 |
- _ | Kepala Seksi Teknik Pr T‘Ia:mmnq 9 | OB 1.934, m}o 00
o - __|Kepala Seksi Angkutan P Pcmlm])ang I ‘Jgtg‘gngslmkmra] —937 1.934, f)_b(),()()__
Kepala Scksi Angkutan Barang = v S __Jabatan Struktural OB ~1.934.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi)
JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.931.000,00
___________ ____|Jabatan Fungsional e B
JI' Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.05‘).000,00
. B JENE KJF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional | OB ~1.567.000,00 |
e | = N _ |JF Analis Kebijakan Ahli Perlama 8 ~_Jabatan Fungsional | 0B 1 205.000,00
N JI Perencana Ahli Madya - 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
g B | Il = JF Perencana Ahli Muda | 10 __Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
= . g JF Perencana Ahli Pertama 8 __Jabatan l—-ungsmnal 0B 717295 000,00
-l = N - _ |JFF Pranata Komputer Ahli Madya 11 Jabatan Fun al | OB _2.059.000,00
Flel B N JF Pranata Kemputer Ahli Muda 9 __Jabatan Fungsio Or 1.567.000,00
JF Pranata Kompuler Ahli Pertama 8 Jabatan T‘ungsm:m] OB 1.205.000,00
Pelaksana '
Pelaksana Kelas 7 (81) 7 Pelaksana 0B 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) &) o Pelaksana oB 937.000,00 |
- Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5] Pelaksana " ~oB 781.000,00 |
o |Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana 0B | 421.000,00
- _ |Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 5 Pelaksana oB 334.000,00
21 IANAD KOMUNIKABL DAX Kepala Dinas Jamunilest dan 11 Pinpinan Tinggi Pratama onB 10,571.000,00
|~ [INFORMATIKA Informatika ) i
Sekretaris I{ommf_c)____ S 2 Jabatan Struktural OB MJ)Q(),O()
s - 3 ;{’[,Elghldang Komunikasi d"m Ini'on:n'\'u 1 Jubatan Struktural on 2.891.000,00
110 =5 = SO, S — — = S— —
e | N o ___ Kepala Bidang .‘\ph.k(m Infm'm atika 11 [ Jabatan Stuktural | OB | 2.891.000,00
i B Kepala Bidang Statistik dan Persandian 11 Jabatan Struktural 0B 059.000,00
Bpmls Sa5 Sejgi:Umam Aen 9 Jabatan Struktural OB 2.223.000,00
Perencanaan
Kepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Struktural oB 2..223.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederh n Birokrasi)
JI Pranata Humas Ahli Muda o 9 Jabatan Fungsional 0B 1.9341.000,00 |
Ny JF Manggala Informatika Ahli Muda 10 | Jabatan Fungsional OB | 1.934.000,00
N |JF StatistisiAhliMuda | 9 |  Jabatan Fungsional | OB | 1.934.000,00
I A JF Sandiman Ali Muda 10 _Jabatan Fungsional op 2.150.000,00
= X ! anatan Fungslona.l B o K L T .
B B |JF Pranata Humas Ahli Madya 11| Jabatan Fungsional 0B | 2.059.000,00
= N |JF Pranata Humas Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional on 1.567.000,00 |
N JF P:zliig{_lﬂ Ehuuaﬁiﬁi Pertama 8 Jabatan Fungsional [8] ] 1.205.000,00
JIP Mal;ggala Informatika Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JF Manggala Informatika Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Manggala Informatika Ahli Pertama 8 Jabatan FPungsional oB 1.205.000,00
JT Sandiman Ahli Madya 12 ~_Jabatan Fungsional on 2.059.000,00
e JF S.mf.iiﬁsau Ahli Muda 10 | Jabatan Fungsional 0B | 1.567.000,00 |
L _ il ;ﬁ JF Sandiman Ahli Pertama o 3] ~Jabatan Fungsi | oB ~1.205.000,00 |
i) R ~|uF Statitisi Ahli Madya i G S | oB ~2.089.000,00 |
J¥ Statitisi Abli Muda L 9 | J'\hatan I“ungsmr al OB | 1.567.000,00 |
B ) Dl JI Statitisi Ahli Pertama = 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
3 =0  |Jr Pranata Komputer Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional OB L 2089.000,00
= - |JF Pranata Komputer Ahli Muda 9 __Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
: JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00




NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN BELAS
JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
[ _ |pelaksana il - R 1 e
B Pelaksana Kelas 7 (S1) |- 7 Pelaksana OB | 1.116.000,00
s N o | Pelaksana Kelas 6 1]’)3} _ 6 _ Pelaksana B oB ~937.000,00
_|Pelaksana Kelas 5 (‘-}MM 5 - Pelaksana oB 781.000,00
P:.l.-tksmm [\-LL—‘IS -:1 (SMP) - 4 Pelaksana OB 421.000,00
Pelaksann Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
22 DINAS PERPUSTAKAAN DAN Kepala Dinas Perpustakaan dan _— . -
KEARSIPAN DERAH Kearsipan 14 Pimpinan Tinggi Pratama OB 10.574.000,00
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan
il Kearsipan ) 12 Jabalan Struktiural OB 4.064.000,00
Kepala Bidang Layanan Perpustakaan ;
e dan Pembudayaan Gemar Membaca a2 Jabatan Strukiural oB 2.891.000,00
(B, __ = i pra]a Bidang Kearsipan = i _Jabatan Struktural | .’;Fi_.w _2_._89_{0-(_-)_(.)-,_(.)6 |
Kepala Bidang Pengembangan Koleksi, you|
) [ _|Pengolah dan Alih Media 11 . Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan e . i I~
. Perencanaan . _9_ Jabatan Struktural OB 2,223.000,00
i ~ |Jabatan Fungsional (Dampak I A T i o
Penyederhanaan Birokrasi)
JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah s s
Ahli Muda 9 Jabatan Iungsional OB 2.223.000,00
JF: Pus.tak:?wmx Ahh Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
JF Arsiparis Ahli Muda 9 Jabaton Fungsional oB 1.931.000,00
Jabatan Fungsional
JF Analis Keuangan Pusatl dan Dacrah 11 Jat N " =
| Ahli Madya abatan Fungsional o 2.059.()00,0(!
JI' Analis }\c.u.:mgan Pusat dan Dacrah | . m e i
S Ahli Muda ___‘_J___ ___-:]ahat:an Fungsional onB 1.567.000,00
JI Analis Keuangan Pusat dan Dacrah “ . | i . N R
= — e |AH]} Petlama el B e SNRGE BN [ BB ) B ._’%0.).000,00
i B N S JI P wan Ahli | Md(lya = — Jabatan Fungsional | OB 2.059.000,00
- |JFPustakawan Ahli Muda 9 _Jabatan Fungsional | OB | 1.567.000,00
B e _|JF Pustakawan Ahli Pertama B 8 __Jabatan Fungsional | OB 1.205.000,00
B JF Pustakawan Penyelia & ] Jabatan Fungsional . oB ~1.205.000,00
JF Pustakawan Mahir 7 Jabatan FMungsional on ~1.033.000,00 |
JT Pustakawan Terampil [5) Jabatan Fungsional OB 839.000,00
JF Arsiparis Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JIT Arsiparis Ahli Muda ) Jabatan Fungsional o 1.567.000,00
JI' Arsiparis Ahli Pertauna 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00 |
JI Arsiparis Penyelia 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
1 JF Arsiparis Mahir i o 7 Jabatan Fungsional oB 1.033.000,00
e JIF Arsiparis Terampil — - L _Jabatan Fungsional OB _839.000,00.
' Pelaksana A I R —
Bl | _|Pelaksana Kelas 7 (S1) N B 7 Pel’aksnnn OB 1.146.000,00
- S _|Pelaksana Kelas 6 (D3) s 6 Pelaksana | OB 937.000,00
. R 5 (SMA) = L _ Pelaksana | 0B 781@99}L
- 15 4 (BMD) ] IR - Pelaksana on 121.000,00
P:l \ks.um Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksann on 331.000,00 |
23 DINAS KOPERASI, UKM DAN Kepala Dinas Koperasi, UKM dan 14 Pimpinan Tinggi Pratama OB 10.574.000,00
PERDAGANGAN Perdagnngan
Sckretaris Dinas Koperasi, UKM dan 12 Jabatan Struktural OB 4.064.000,00
Perdagangan
Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Keeil 1 Jebatan St OB 2.891.000,00
Mencugah _
) Kepala Bidang Perdagangan ul 1 . Jabatan Strukiural o 2.891.000,00
Kepala Bidang Pengelolaan dan 1 Jabatan Struktural on 2.891.000,00
Pengembangan Pasar B _ S — — _ il
Kepala Sub Bagian Unium dan 9 Jabatan Struktural OB 2,223.000,00
- I _ |Kepegawaian R o Bl |
| - Kepala Sub Bagl_.'_-u_u_}wm_ngan : . : I d:‘_npgll@nisl,ruktumi OB 2.223.000,00
I»\(-pala UFI'D Perkuatan Permodalan Jabatan Stedoural on 1.934.000,00
o __|Koperasi dan UKM - . : A [Frp——— —
Kepala Sub Bagian TU UPTD Perkuatan 8 Jabatan Struktural OB 1.325.000,00
- ~ |Permodalan Koperasi dan UKM 3 - e B g pinitipini il
Ke pah UPTD Pusat Layanan 1an Usaha 9 et St on 1.934.000,00
Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM _ )
Kepala Sub Bagian TU UPTD Pusat
Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00
dan UMKM
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi)
| B JIP Perencana Abli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.223.000,00
o JI Pengawas Koperasi Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 |
tI\J.: ﬁs«.sm Manajemen Mutn Industsi Al 9 Jabatan Pungsional op 1.931.000,00
PP uda — — —_ — ——
j - _|J¥ Penjamin Mutu l—‘nxluk Ahli Muda 10 _Jabatan Fungsional | OB ___1__2§_‘§_Q(_)_(_)__(_!_O
JF Penyuluh Perindustrian dan 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
- __|Perdagangan Ahli Muda . I T o - =
Sl ~ [JF Pengawas Kemetrologian Ahh Muda | 9 Jabatan Fungsional [ OB 1.934.000,00 |
JF Pengelola Pengadann Barang dan Jasa 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00 |
| _|Ahl Muda - : S
e Jabatan Fungsional = - B I
JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Pungsional oB 2,059.000,00_




NO PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN JAKIJ:;‘;:N JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
i A il ) e 1 |JF Perencana Ahli Muda il e © Jabatan Fungsional OB ~1.567.000,00
JF Perencana Ahh Pertams 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00 |
JI Analis Pen'iag—mgan Ah.h Madya 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
- JI' Analis Perdagangan Ahli Muda 10 _dJabatan Fungsional | 0B 1.567.000,00 |
JF Analis Perdagangan Ahli Pertamna 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
JI' Pengawas Koperasi Ahli Madya 12 Jabatan Pungsional 0B 2.059.000,00
JI Pengawas Koperasi Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JI' Pengawas Koperasi Abli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JI' Pengawas Kewetrologian Ahli Madya 11 Jabatan [F'ungsional oB 2.059.000,00
- JE Pengawas Kemetrologian Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama 8 Jdabatan Fungsional oB 1.205.000,00
LR | JJE | Penrra Ahli Madya __________7; o __Jabatan Fungsional __QB _2,059.000,00
.‘]_E-_Ptmc_ra_.{\hh Muda 9 ___Jabatan Pungsional | OB - 1.567.000,00 |
=, JF Penera Ahli Pertama ol Con el - _Jabatan Fungsional 0B ~ 1.205.000,00
JF Penera Penyelia L 8 __dJabatan Fungsional OB 1.205.000,00
_____ s _|JF Penera Mahir 7 Jabatan Fungsional OB 1.033.000,00 |
JI' Penera Terampil 6 Jabatan Fungsional 0B 839.000,00
JI* Penyuluh Perindustrian dan 1 Jabatem B o 5 P—
Perdagangan Ahli Madya CRRlan FUNESIOr B 2.059.000,00
JF Penyuluh Perindustrian dan . "
Pordagangan Al Muda §] Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
JIF Penyululi Perindustrian dan 8 Tabeitar R 1 Of S BE
Perdagangan Alli Pertama vebatan Fangsions -20:3:000,00
JIP Pengembang Kewirausahaan Ahli
Mad:::gr.mmng Rewrausahads Al 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JI* Pengembe Kewira & i
MUda!lng g Emwinisahann AR 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JI l‘éugcmhamg Kewirausahaan Ahli ; -
S0 B ) Paitaia 8 » Jahatan I“-‘nf:.gsmnai oB b 1.20a.0f)0,9?J
i i Pelaksana E b e BT TS e 5
3y il Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 - Pelaksana OB 1.146.000,00
— Pelaksan ) _5 Pelaksana OB _937.000,00
i |Pclaksana K SMA) T 5 Pelaksana OB 781.000,00
sl Pelaksana Kelas 4 (SMP) 1 I Pelaksana OB 421.000,00
Pelaksana ]\t]ﬂb 3 dan 1 (SD] 8 Pelaksana on 334.000,00
DINAS TENAGA KERJA DAN Kepala Dinas Tenaga Kerja dan . | . .
24 > g - .
PERINDUSTRIAN Porindusirian 14 Pimpinan Tinggi Pratama OB 10.574.000,00
Seleeians Dinas Tenmga Hellndan 12 Jabatan Struktural 0B 4.064.000,00
Perindustrian
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja 11 Jabatan Struktural OB 2.891.000,00
Kepala Bidang. Pelatihan dan 11 Jabatan Struktural OB 2.801.000,00
Produktivitas Teuaga Kerja
Kepala Bidang Perindustian TX Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
Kepala. Sub Bagian Umum dan 9 Jabatan Struktural onB 2.223.000,00
Perencanaan R
Kepala Sub Bagian Keuangan 91 Jabatan Struktural | OB 2.223.000,00
I - Kepala UPTD Balai Latihan Kerja " 9 _Jabatan Struktural OB ~1.934.000,00
epala sub Hagladl 150D Balal 8 Jabatan Strukiural oB 1.325.000,00
S REE_——— s |Latihan Kerja S . | - T T = sy
- Jabatan Fungsional (Dampak I T | T T T T N R
. Penyederhanaan Birokrasi) = e
- JF Instruktor Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional | 0B | 1,934.000,00 |
::‘ I\I‘lt:di.'-llor Hubungan Industrial Ahli 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
Lia —
JI Pengantar Kerja Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
JIP Penyuluh Perindustrian dan 9 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
Perdagangan Ahli Muda
Jabatan Fungsional
JI Instruktur Ahl Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
il = JI Instruktur Ahli Muda 10 _Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00 |
- JI lnsﬁukluw | |8 |  Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Mediator Hubungan Industrial Ahli 13 Fetsatn Fungsmn'ﬂ oR 2.059.000,00
AL __|Madya e i e S le ] S el e
JF Mediator Hubungan Industrial Abli 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
I |- Muda . . il e | L o
JF Mediator Hulmngsm Industrial Ahk Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
= Pertama s
JF Pengantﬂr Kerja Ahli Mrulvu 12 Jabatan Fungsional 0B o _2.0591)(}(_‘:_,00_
T - JI Pengantar Kerja Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional =08 __1L__loti00n09.
o JIF Pengg {erja Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional | OB | 1.205.000,00
JF Penyulub Perindustrian dan 11 Jabatan Fuugsional OB 2.059.000,00
Perdagangan Ahli Madva
JF Penyuluh Pt:nlm!uslnau dan 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
Perdagangan Ahli Muda
JI" Penyuluh l’cn-nr_.lusu'u»m dan 8 Jabatan Punigsional OB 1.205.000,00
Perdagangan Ahli Pertama
Pelaksana
.y B {Pelaksana Kelas 7 {S1) o 7 N 0B 1.146.000,00
| Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 - [ oB 1  937.000,00
| Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 OB 781.000,00
. Pelaksana Kelas 4 (SMP) S SRS b OB 421.000,00
B T |Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) AT IS OB | 334.000,00




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN o conn JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
25 BADAN KEUANGAN DAN ASET | . . e c
DAERAH Kepala Badan Kenangan dan Aset Dacrah 14 Pimpinan Tinggi Pralama B 16.511.000,00
Sekretaris Badan Kenangan dan Aset 8 = N y T )
Daerah 12 Jabatan Struktural oB 5.980.000,00
I | | Kepala B@ ig Anggaran ‘ e Jabatan Struktural . (JF_j__ __f}f_l_gi__)_‘__@_qr_ﬁg,;(l_qr_r
i __ |Kepala Bidang Perbendaharaan 11 Jabatan Struktural . oB 4.190.000,00
Kepala B%dan_g Akuntansi dan Pelaporan 11 Jabatan Struktural oB 4.190.000,00 |
Kepala Bidang Barang Milik Dacrah 11 Jabatan Struktural OB 41.190.000,00
Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian 9 Jabatan Struktural OB 2.758.000,00
Kepala Sub Bidang Inventarisasi 8 Jak .
. Penatausahaan BMD abatan Struktural OB 2.701.000,00
Kepala Sub Bidang Pengendalian Barang
Milik Dacrah 9 Jabatan Struktural 0B 2.701.000,00
Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran 9 Jabatan Struktural oB 2.701.000,00
} ~|Kepula Sub Bidang Pembinaan Anggaran | 9 | Jabatan Syuktral | OB | 2.701.000,00
Kepala Sub Bidang Belanja Daerah 9 Jabatan Struktural OB 2.701.000,00
Kepala Sub Bidang Pengelol Kas
[)Bll:l"ih i A 9 Jabatan Struktural oB 2.701.000,00
= Kepala Sub Bidang Akuntansi | o | Uabatan Struktural OB | 2.701.000,00
S ________ |Kepala Sub Bidang Pelaporan 9 | Jabatan Struktural | OB |  2.701.000,00
l Jabatan Fungsional (Dan;pak == - e
Penyederhanaan Birokrasi)
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 2.758.000,00
JI Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 9 JEBEAL P sional OB 075
Ahli Muda (sub Koordinatot) iy S g s 1758.000,00
JE Analis Keuangan Pusat dan Dacrah ,
Q9 . B .
Ahli Muda ] Jabatan Fungsional 0B 2.701.000,00
JIF Penilai Pemerintah Ahli Muda 10 Jabalan Fungsional oB_ 2.701.000,00
0 Jabatan Fungsional
- |JFPerencana Ahli Madya L 12 | Jabatan Fungsional | OB [  2.059.000,00
E o JF Perencana Ahli Muda ) T . Jabatan [Fungsional W o) - N I 00,00
JF Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
B 1 4 3 P
JF dnalisheumngsn Fusatdan Dacan 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
- e Ahli Madya e — -
JE {\nalls Rewangan Pusatdan Decrdh 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
N i . |AhliMuda _— . : . S | i I
JF {\nahs Keuangan Pusat dan Daerah 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
Ahli Pertama ) o = o ) o
JF Penilai Pemerintah Ahli Madya 12z Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00 |
JF Penilai Pemerintah Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00 |
JF Penilai Pemerintah Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JI' Pranala Komputer Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JF Pranata Komputer Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JE Pranata Komputer Ahli Pertaana 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00 |
) |Ppelaksana " T S
S _|Pelaksana K SRS INSSSoy A _ 0B | 1.146.000,00
: - el 8 | oB |  937.000,00
T ___|PelaksanaKelasSsmMAy | 5 | =  Pelaksana | OB | 781.000,00
i _|Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksama | OB ~421.000,00
B - _ |Pelaksana Kelas 3 dan 1 {SD) — & _ Pelaksana 0B | 334.000,00
26 |BADAN PENDAPATAN DAERAH |Kepala Badan Pendapatan Dacrah 14 Pinpinan Tinggi Pratama oB 16.511.000,00
ST e ; i sﬂ;m1;:{ﬁ§_:i§1flan Pendapatan Dacrah | 12 _Jabatan Struktural 0B S980-000,00
Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan 11 Jabatan Struktural oB 4.190.000,00
chn]r-n'ﬁid:mg T"cnc-lamuﬂl:m i’c.-uﬂgihah— ”- ) Jabatan Strukiutal oB 4.190.000,00
Pajak Dacrah . =
Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan
Pengembangan Pajak Daerah dan 11 Jabatan Strukiural on 41.190.000,00
Retribusi Daerah
Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian 9 Jabatan Strukiural QB 2.758.000,00
Kepala Sub Rideng Pelayanan dan 9 Jabatan Struktural oB 2.701.000,00
Konsultasi Pajak Dacral
Kepala Sub Ihcl::mg I’c_u(l:ala:m dan 9 Jabatan Stoukiural oB 2.701,000,00
Pendaftaran Objek Pajak Dacraly |
Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak 9 Jabatan Struktural 0B 2.701.000,00
_|Dacrah = S —
:{cpa]? Sub Bidang Penagihan Pajak 9 Jabatan Struktural onR 2.701,000,00
|Paerah » = el - . B =
| Kepala Sub Bidang Monitoring dan
Evaluasi Pajak Dacrah dan Retribusi 9 Jabatan Strukinral OB 2.701.000,00
B Dagrah - - = e s =
Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak 9 Jabatan Stoauktural on 2.701.000,00
. _|Paerah dan Retribusi Daemah ] M — — e
a "~ |Jabatan Fungsional (Dampak i o . S
g Penyederhanaan Birokrasi) = | — — B . o
i JF Perencana Ahli Muda | 10 | Jabatan Fungsional | OB | 2.758.000,00
JIF Analis Keuangan P,ls:al dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional oB 2.758.000,00
Ahli Muda {sub Roordinator) ) o
JIT Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 6 Jabatan Fungsional OB 2.701.000,00
Ahli Muda )
Jabatan Fungsional
JI' Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan FPungsional oB 1.507.000,00




NO PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN J::AT AN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
LN - . JF PE{!;?Q{-U}B HuliPevtaroR; 00 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Analis Kenangan Pusat dan Daerah 3 "
E s Ahli Madya 1 Jabatam Fungsional oB 2.059.000,00
JF Analis Kenangan Pusat dan Dacrah i - =B e—
- Ahli Muda B 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
JI Analis Keuangan Pusat dan Daernh . N =
b L | Ahli Pertama B 8 Jdbdlﬂu Fungsional oB 1.205,000,00
_|J¥ Pranata léqm puter Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional OB i QOT'SFM
.lli Pranata Komputer Ahli Muda Q Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JIP Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (S1) T Pelaksana _ oB 1. 116.000,00
. |Pelaksana Kelas 6 03) s o | Pelaksana oB 937.000,00
P —|Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana ~oB  781.000,00
_____ Pelaksana Kelas 4 (SMP) | 4 - Pelaksana | OB |  421.000,00
s ol . Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 __ Pelaksana OB |  334.000,00
" | BADAN PERENCANAAN = e o I S .
27 PEMBANGUNAN DAERAH Kepala BAPPEDA 14 Pimpinan Tinggi Pratama 0B 16.511.000,00
. s _{Sekretaris BAPPEDA : 12 _Jabatan Struktural | OB | 5.989.000,00
Kepala Bidang Perencanaan, 11 e &
Pengendalian dan Bvaluasi Pembangunan Jabatan Struktural oB 4.190.000,00
Kepala Bidang Fisik T Jabatan Struktural 0B ’Ii?KJm
Kepala Bidang Perckonomian dan Kesim 11 Jabatan Struktural OB 4.190.000,00
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umuam 5 Jak ebiarci -
dan Kepegawaian abatan Bl OB 2.758.000,00
- lKepala Sub Bagian Keuangan 9 Jabatan Strukturs oB 2.758.000,00
| Jabatan Fungsional (Dampak a o
R Penyederhanaan Birokrasi) -y (I -
SR - JE Perencana Abli Muda 10 | Jabatan Fungsional OB 2.701.000,00
e e N _|JF Analis Kebijakan Ahli Muda 10 _Jabatan Fungsional OB ~2,701.000,00
T Jabatan Fungsional : BT
JI' Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional | OB | 2.059.000,00
B N _ | Perencana Ahli Muda - 10 _Jabatan Fungsional | OB | 1.567.000,00
JI Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
JF Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JI' Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional onB 1.567.000,00
JI Analis Kebijakan Ahli Perfama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
Pelaksana T -
L Pelaksana Kelas 7 ($1) 7 Pelaksana OB | 1.146.000,00
_ |rclaksanaKelas6 (D3) 6 Pelaksana | OB | 937.000,00
__|Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 _ Pelaksana | OB 781.000,00
B _ |Pelaksana Kelas 4 (SMP) A __ Pelaksana 0B
o Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) " 3 ~ Pelaksana - oB
28 BADAN KESATUAN BANGSA l(t‘|?zi‘1z| Badan Kesatuan Bangsa dan 14 Pinspinan Tinggi Pratama OB 10.574.000,00
DAN POLITIK Politik e WD) P = il N
Sc-k.:?-mms Badan Kesatuan Bangsa dan 12 Jabaitan Stivktarel OB 4.064.000,00
Politik . ——
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Sosial. Budava, Aeama
i\l'p}llﬂ- Bu!:-u.:g Politik Dalam Negeri dan 1 Jebitasi Skt OB 2.891.000,00
Orpanisasi Kemasvarakatan
Kepala Bidang lwwnspmlamn Nasional 1 Jabatan Struktural OB 2.801.000,00
dan Penanganan koflik
Kepala Su.h Bagian Umum dan 9 Jabatan Struktored OB 2.223.000,00
Kepegawaian o~ -
o Jabatan Fungsional (Dampak
B Penyederhanaan Birokrasi) ) ) = A
~|9F Perencana Abli Muda 10| Jabatan Fungsional | OB | 2.223.000,00
il B - BN kan Ahli Muda 10 ~Jabatan Fungsional | OB 11.934.000,00
- _ Iabatan Fungalonal _ s S i,
. JI* Perencana Ahli Madya . 12 Jabatan Fungsional 0B ~2.059.000,00
[ —— _|JF Perencana Abli Muda 10 | Jabatan Fungsional | 0B |  1.567.000,00 )
i - - JF Perencana Ahli Pertama . 8  Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JIP Analis Kebijakan Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
JI Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JF Analis Kebijakan Ahli Pertauna 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
Pelaksana - o B .
i Pelaksana _oB 1.146.000,00
(5} Pelaksana 0B - 937.000,00 |
e 5  Pelaksana | OB | 781.000,00
7 B | Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 | Pelaksana OB | 421.000,00
i |Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 8 Pelaksana OB 334.000,00
' |BADAN KEPEGAWAIAN DAN - - - .
29 |PENGEMBANGAN SUMBER Kepala BKPSDM 14 Pinpinan Tinggl Pratama oB 10.574.000,00
DAYA MANUSIA i = e = —
Sekretaris BKPSDM 12 Jabatan Struktural 0B 1.064.000,00
Kepala Bitlmfg Pengembangan Sumber 1 Jabafan Striltinal OB 2.891.000,00
Daya Manusia




KELAS
NO PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BEBARAN
Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan 2
e _|Penilaian Kinerin 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian N o i = e =
i b N ~ |daninformasi 7 11 Jabatan Struktural oB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan S . = e —
- Perencanaan 9 Jabatan Struktural oB 2.223.000,00
_____ Kepala Sub Bagian i\nmngnn 9 Js-n-l;ﬂl:}g_ Struktural B onB 2 72207(}0 0()
" |Jabatan Funglioa'u;ﬂba:mpak """ == e—e—
Penyederh Birokrasi)
JEF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur .
Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
JI Analis Kebijakan Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional oB 1.931.000,00
Jabatan Fungsional
R - |UE Analis Kebijakan AbliMadya | 12| Jabatan Fungsional | OB | 2.069.000,00
R i) JI* Analis Kebijakan Ahli Muda 10 __Jabatan Fungsional | 0B 1.567.000,00
1 - __] JI° Anﬂ.l.ﬂ Kebijakan Ahli Pertama 8 | Jabatan Fungsional | OB | 1.205.000,00
JIF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur } . ey
Ahli Madva 12 Jabatan Fungsional [8]E] 2.059.000,00
JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur] T o :
. Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00
JF Analis Sumber I)aya Manfl?laﬁ'\p%hﬂ - e i 5 — —
Ahli P a 8 Jabatan I uugs:uua] 0B 1.205.000,00
JF Pranata Sumber Daya Manusia - ) B ) -
" . Apamatur Penvelin 5 __8_ | Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JI Pranata Sumber Dava Manusia % i i Aty wala S 2
Aparatur Mahir _ | ¥ebelanTangsional oB 1.033.000,00
JF Pranata Suinber Daya Manusia p Jai B '-m-.d » "
Aparatur Terampil f] abatan Fungsio 0B 839.000,00
JF Perencana Ahli Madya 12 Jabatan Fungsional on 2.059.000,00
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
JI Perencana Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional 0B 1.205.000,00
JI Analis Pengembangan Kompetensi Ahl . . ’
Madya 12 Jabatan Fungsional OB 2.059.000,00
JI' Analis Pengembangan Kowmpelansi Ahli
Muda. A 10 Jabatan Fungsional on 1.567.000,00
JF Analis Pengembangan Kompetens e,
Pertama ? i _ A 8BA 8 Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
=y ____ |JF Pranata Komputer Ahli Madva 11| Jabatan Fungsional | OB |  2.059.000,00
_|JF Pranata Komputer Ahli Muda 9 __Jabatan Fungsional oB [ 1.567.000,00
- ~_|JF Pranata Komputer Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
e — ___|petaksana . )| S | I ——— | i . s
| i N Pelaksana Kelas 7 (51) g Pelaksana | op l .116.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana onB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelnksana oB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) L] Pelaksana on 121.000,00 |
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00
30 :ﬁ;:J:HSET DANIMOVARL Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah 11 Pimpinan Tinggi Pratama OB 10.571.000,00
Selaetaris Badan Riset dan biovasi 12 Jabatan Struktural oB 4.064.000,00
B | Dacrah ¥ R S—
Kepala Sub Bagian Umum dan o Jubatan Struktural oR 2.223.000,00
i Kepegawaian ———— . . - g
o |Kepala UPTD I\cbun Rava Li Awa .Jﬂl)alan S1rukmra1 OB 1.934.000,00 |
Y
Kepala Sub Bapia TU UPTD Kebun Hays Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
— - Liwa L I | - o ) K
i ~ |Jabatan ﬂi&lénal |Dampa.k- o N
g _ |Penyederhanaan Birokrasi) g B N m o
JI Analis Keuangan Pusat dan Dacrah 9 Jabatan Fungsional oB 2,223.000,00
o Ahli Muda - - . i
N JF Pencliti Ahli Muda . 9 Jabatan Fungsional onB 1.934.000,00
! JF Perckayasa Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
JIF Analis Pemanfaatan [PTEK Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional on 1.934.000,00
JIF Analis Data llmiah Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.934.000,00
|JF Penata Penerbitan Imiah Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional (0] 1.934.000,00
gy _|Jabatan Fungsional R — | | e
b Pusat dan Dacrah 11 Jabatan Fungsional oB 2.059.000,00
_— e ~ JAhhMadva NI (el o . Bl
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
_ - Ahli Muda - — e y
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah 8 Jabatan Fungsional OB 1.205.000,00
| — N N __|Ahli Pertama o e i el (S
i g ~ |JF Peneliti Ahli Mndv A R T ___Jabatan Fungsional OB - 2.059.000,00
B |JF Peneliti Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00 |
= - __|JF Peneliti Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional OB | 1.205.000,00 |
JI Perckayasa Ahli Madya 12 Jabalan Fungsional onB 2.059.000,00
JT Perckayasa Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional oB 1.567.000,00
JIF Perekayasa Ahli Pertama 8 Jabatan Fungsional oB 1.205.000,00
JF Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Madya 11 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JI* Analis Pemanfaatan PSR Ahli Muda 9 ~ Jabatan Fungsional oB 1.507.000,00
. TIE Avals Dot ¥
JF Aualis Pemanfaatan IPTEK Ahli B Jabatan Fungsional on 1.205.000,00
= Pertama - e b -
- . gl_-_.{\_q:-_\lu: Data llmiah }\hl.l Madya 11 Jabatan Fungsional | OB 2.059.000,00
e . |JF Anal )gj@vilm;ah_f\glg Muda 9 Jabatan Fungsional | OB - 1.567.000,00
e JF Analis Data llmiah Ahli Pertama 8 _Jahfim_l_;_kt_ln}_,ﬁl_qnal OB | 1.205.000,00




KELAS
NO PERANGHAT DAERAH NAMA JABATAN JABATAN JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
e e el __|JF Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya | 11 ___Jabatan Fungsional | 0B 2,059.000,00
L = JIP Penata Penerbitan llmiah Ahli Muda 9 | Jabatan Fungsional 0B 1.567.000,00 |
JI' Penata Penerbitan [lmial Ahli Pertama 8 Jabatan Pungsional oB 1.205.,000,00
___ ) Pelaksana N e
Pelaksana h:vlﬂs 7 (S1) 7 Pelaksana [8]3] 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) G Pelaksana OB 937.000,00
Pelaksana I\:clna 5 (SMA) S5 Pelaksana oB 781.000,00
Pelaksana I\'(:las 4 (SMDP) 1 Pelaksana OB 121.000,00
- - i, Pelaksana Kelas 8 dan 1 (SD) —. - 9 __Pelaksana oB 331.000,00
31” BADAN PENANGGULANGAN Kéim]a Badan P?uanégukmgaiuiﬁéhcana ) B
BENCANA DAERAH Daerah 14 Pimpinan Tinggl Pratama OB 10.574.000,00
Sckretaris Badan Penanggulangan R R - B R =
o Bencana Daerah i s 12 il Jabatan Struktural OB 4.064.000,00
Kepala Bidang Pencegahan dan ' _"*'* —
e o Kesiapsigaan _1-1 _.fn]mlml Sl]'lilfflllfﬂ OB 2,89],0()(),()0
m Ll . Kepala Bidang Ke ]\ed_nr_ur:ltan dan LAnghk 1 __Jnbatan Struktural 70]’3 © 2.891.000,00 |
Kepala Bidang Rehabilitasi dan S
- Rekonstriaksi 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan o S S
Kepegawaian 9 Jabatan bl.l'l.lk_l.urdl oB 2.223.000,00
Jabatan Fungsional (Dampak
Penyederhanaan Birokrasi)
JF Perencana Ahli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 2.223.000,00
JIP Analis Keuangan Pusat dan Dacraly N :
Alli Muda 9 Jabatan Fungsional 0B 2.223.000,00
JI' Penata Penanggulangan Dencana Ahli ‘ :
Muda 9 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
JI' Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa >
Abhli Muda 10 Jabatan Fungsional OB 1.934.000,00
T A __ [|Jobatan Fumgsiomal | | .
JF Analis Kenangan Pusal dan Daerah 11 o - | - (_;3__ ——2_[; —
= AhliMadva e i . ADRIER ""!,f“'l” e : - 59.000,00
JI Analis Kmmngan Pusat dan Daerah 0 Jabatas B n i
| Anli Muda N . Ja _d_%fl_ ungmnn.a b} l.ab’?‘..()()(:-l,()(-)
JIF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
8 b D ) _2 L_
|—F ~ |Ahli Pertama B ) R al Jabatan | ungsmnu_j__ ) OI? = 71 05 ()()oto()
. ] LJF Perencana Ahli M"lﬂ\’qlﬂi . R Jnhat‘a.n Fungsional OB | 2.059.000,00
Sdlle o ~JF Perencana Ahli Muda 10 _dal)'ltau Pungsional | OB 1.567.000,00
JF Perencana Ahli Pertama 8 Jabatlan Fungsional oB 1.205.000,00 |
JT Penata Pene g CHTLE i
iy Y R s et 12 Jabatan Fungsional 0B 2.059.000,00
JI P ta Pene 1a Bencs Ahli i
Mu(iznn SRBatollliot s i 9 Jabatan Fungsional OB 1.567.000,00
! Penata Peng 7 g CANS i = L
JE Penata Penanggulangan Bencana Ahli 8 Jabatan Pisgatonsl OB 1.205.000,00
Pertama
JI' Analis Kebencanaan Alili Madya 12 Jabatan Fungsional oB 2.059,000,00
e e JE Analis Kebeneanasan Ahli Muda 9 Jabatan Fungsional
R JF Analis Kebencanaan Ahli Pertama 8 | Jabatan Fungsional 0B ),00
= = - B JI Pranata Kompulter Ahli Madya 11 __Jabatan Fungsional OB ~2.059.000,00
.~ |J¥Pranata Komputer AhliMuda | 9 __Jabatan Fungsional oB | 1.567.000,00
- |JF Pranata Komputer Ahli Pertama ;- B Jabatan Fungsional OB ~1.205.000,00
__ |pelaksana - i I — S
— Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 _Pelaksana 0B 1.116. (_)_(_)_0 00
Pelaksana Kelas 6 (D3) G Pelaksana OB 937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksann OB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMIP) 4 Pelaksana OB 121.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana (8] 5] 331.000,00
32 |KECAMATAN BALIK BUKIT  |Camat Balik Dukit N T Jubatan Struktural 0B | 6.043.000,00
N, T B Sckretaris Camat Balik Bu.l-ut 11 _ Jabatan Suuktural onB | 2.891,000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan 8 Jabatan Strukiural on 1.636.000,00
— I _|Kepegawaian ] o o o )
Kepala Sub Bagian Percncanaan dan 8 Jabatan Strukiural oB 1.636.000,00
. Kenangan = ~ b ) E
e ~ |Kepala Seksi Pemerints ahan _...9 Jab lan hlmktuml ] oB 1.934.000,00
i B _IE|El_a_‘_§gksz Kemasyarakatan 9 Jabatan Struktural =~ | OB 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayaan anvar':kal 9 Jabatan Struktural OB 1.93.000,00
1 N _ |Pckon/Kelurahan . o o S e
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Steikial OB 1.934.000,00
- Umtin B ——— it sl
Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.116.000,00
- Pelaksana Kelas 6 (D3) G Pelaksana oB 037.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana 0B 781.000,00
D Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 4121.000,00
. . _ |Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) - 3 ~ Pelaksana 0B | 384.000,00
33 |KECAMATAN BELALAU  |Camat - 12 | Jabatan Stuktural oB | 6.043.000,00
o — __|Sekretaris Camat R 11 | Jabatan Struktural OB 2.891.000,00 |
Kepala Sub Bagian Umum dan 8 Jabatan Strukinal oB 1.636.000,00
- e | Kepegawaian _ 1 T . . o
/
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Jabatan Struktural 0B 1.636.000,00
o B - ~ |Keuangan = = B | —— iRtk il
- Kepala Seksi !‘cmcnulnh-m Q Jabatan Struktural | on 1.934.000,00




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN R JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
B Kepala Seksi Kemasvarakatan i 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala Scksi Pemberdayaan Masvamkat 6 L ] . i
(R [ Pekon/Kelurahan T A Jabatan Struktural [$1E] 1.934.000,00
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB ‘JJ4 000,00
" B Pelaksana_-_ - - - e E
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana 0B . lifigtmaf)_
Pelaksana Kelas 6 (D3) G Pelaksana OB 937.000,00
Pelaksann Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana oB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana oB 421.000,00
e Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) & _ Pelaksana 0B 334.000,00
| 34 [KECAMATAN SUMBER JAYA |[Camat 12 Jabatan Struktural | OB | 6.043.000,00
e el Sekretaris Camat 7 11 _Jabatan Strukiural OB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan & Jabe e -
| Kepegawaian - | ratan Struktural OB 1.636.000,00
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan " N T
- [Kenangan N il Jabatan Struktural o ~ 1.636.000,00
| . __|Kepala Seksi Pum rintahan e B 9 Jabatan Struktural [$1¢) 1_2@4:@00,0707
— B |Kepala Scksi Kemasyarakatan o 9 Jabatan Struktural ~oB 1.934.000,00
Kepala Scksi Pemberdayaan Maqvnmkm Jabatan Struktural ; e
Pekon/ Kelurahan I abatan:Btrukior oB 1.93_4.0007(2
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.116.000,00
=5 Pelaksana Kelas 6 (D3) - 6] Pelaksana onB 937.000,00
A (A - Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 . Pelaksana oB 781.000,00
- - LAY 1 o na Kelas 4 (SM N . Pelaksana | OB | 421.000,00 |
a Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 _ Pelaksana OB _384.000,00
35 |KECAMATAN WAY TENONG |Camat |2 | Jabatan Struktural oB 6.043.000,00
- "‘:cklt'lans Camat P ) 11 Jabatan Struktural on 2.891,000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan 5 S
Kepegawaian 8 Jabatan Struktural OB 1.636.000,00
:\cpﬂla Sub Baginn Perencanaan dan 8 JabatEn Strdltal oB 1.636.000,00
Kenangan
Kepala Scksi Pemerintahan 9 Jabatan Strukiural OB 1,931.000,00
Kepala Scksi Kemasyarakatan 9 Jubatan Struktural oB 1.934.000,00
q 3 i Pe srel vy s AR
Kepala Scksi Pemberdayaan Masymnkat 9 Jabatan Striktural oB 1.694.000.00
Pekon/ Kelugahan .
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban a9 Jabatan Struktural OB 1.931.000,00
- Pelaksana n __ . CE—
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
- Al _|Pelaksana Kelas 6 (D3) L G _ Pelaksana OB | 937.000,00 |
B | Pelaksana Kelas Si(ilyh‘\) - 5 | Pelaksama | OB - 781.000,00
| = Pelaksana Kelas 4 (SMP) a | Pelaksana OB | 421.000,00
e - Pelaksana Kelas 3 dan 1 (‘-31')) 3 Pelaksana | OB ~ 331.000,00
36 |KECAMATAN SEKINCAU Camat I Jabatan Strukiural | 0B 6.013.000,00
Sckretaris Camat 11 Jabatan Struktural o 2.891.000,00
s $ Jagis I
l‘f”“"" q"_b g L dan 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan 8 Jubatiat Skt OB 1.636.000,00
Keuangan
Kepala Seksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
o Kepala Seksi Kemasyarakatan 0 9 Jabatan Struktural oB | 1.931.000,00 |
Kepala Scksi Pemberdayann Masyarakat 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
. - Pekon/ Kelurahan . | -
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural onB 1.934.000,00
L - _ |Pelaksana " BN U S S -
B ~|Pelaksana Kelas 7 (S1) - 7 Pelaksana 0B 1.146,000,00
o _|Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 _ Pelaksana oB ~937.000,00 |
........ Pelaksana Kela 5 ~ Pelaksana oB | 781.000,00
LT el Pelaksana I e 4 Pelaksana on 421.000,00 |
e - Pelaksana Kela 3 Pelaksana oB 334.000,00 |
37 |KECAMATAN SUOH Caat 12 Jabatan Struktural on 6.013.000,00
Sckretaris Camat 11 Jabatan Struktural 0B 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan 8 Jabatan Struktural on 1.636.000,00
Kepegawaian
'\.c}m‘ ~ab Dagen. Perencanaan dan 8 Jabatan Struktural OB 1.636.000,00
[ - Keuangan D S S ol WL — B iy SRR
o P, |Kepala Scksi Pemerintaban 9 1 Jabd!q.l_l_bl.l uktural | OB 1.934.000,00 |
SRR e Kepala Scksi Kemasyarakatan | 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Scksi Pemberdaysan Masyarakat 9 Jabatan Struktural oB 1.931.000,00
Pekon/ Kelurahan Smy s N -
ke ;mla Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural 0B 1.931.000,00
. ___|pelaksama 77’7_7’ - B A
= Pelaksana Kelas 7 (s1) — 7 Pelaksana OB | 1.146.000.D0 |
Pelaksana Kelas 6 (D3) O Pelaksana OB 937.000,00 |
Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana on 781.000,00




NO|  PERANGKAT DAERAH NAMA JABATAN e JENIS JABATAN SATUAN | BESARAN
- ___|Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 __ Pelaksana | OB 421.000,00
B = ___|Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 1} 3 _Pelaksana | OB ~334.000,00 |
| 38 |KECAMATAN BATUBRAK  |Camat 12 | Jabatan Struktural | OB | 6.043.000,00 |
. N ~_|Sckretaris Camat 11 Jabatan Struktural OB |  2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan 8 Jabatan Styuliial - |
Kepegawaian Ja n Struktu opB 1.636.000,00
Kepala Suby Bagian Perencanaan dan Jab Struk | y
et gty Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
Kepala Scksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala Scksi Kemasyarakalan 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat o Jahatar Strilitwgsl
pelioind Kekiiating abatan ¢ ura OB 1.934.000,00
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
R (S _|Pelaksana i L i S A
B— __|Pelaksana Kelas 7 (S1) T Pelaksana OB | 1.146.000,00 |
| Pelaksana Kelas 6 {D3) o 6 Pelaksana OB 937.000,00
- Pelaksana Kelas 5 (SMA) = 5 Pelaksana OB 781.000,00
B Pelaks Kelas 4 (SMP) 4 B Pelaksana . on ‘!2_1__.909_,_(_)(£
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 8 Pelaksana onB 334.000,00
39 |[KECAMATAN SUKAU Camat 12 Jabatan Struktuwml 0B 6.043.000,00
Sckretaris Camat 11 Jabatan Struktural [8]15) 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan
A } 8 Jabatan Struktural OB 1.636.000,00
Kepegawaian
Kepala § Aagi erencanaan d
epal Sub Begisn Ferenchnkad dan 8 Jabatan Struktural OB 1.636.000,00
Keuangan
__|Repala Seksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktural [ OB | 1.934.000,00 |
I 4 |Kepala Seksi Kemasyarakatan 9 ___Jabatan Stuktuwal [ OB ] 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayaan Mz
o IOl WAl Q Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
- Pekon/Kelurahan : SRR N : e il
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
| |Pelaksana s N W S
B . _ [Pelnksana Kelas 7 (ST} 7 | Pelaksana oB | 1.146.000,00 |
e - Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 - Pelaksana - oB _937.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) B Pelaksana oB 781.000,00
Pelaksana Kelas 4 (SMP) A Pelaksana on 421.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana 0B 334.000,00
40 |KECAMATAN GEDUNG SBURIAN|Camat 12 Jabatan Struktural 0B 6.043.000,00
Sckretavis Caumat i1 Jabatan Suuktural oB 2.891.000,00
l\.cpa]a bu,b Baighan Uniim dan 8 Jabatan Struktural on 1.636.000,00
o . Kepegawaian o el T [ B
I\’"pa]u Sub: Bagian-Perencanaan. dan 8 Jabatan Struktural [8]3] 1.636.000,00
= | Keuangan — SSI| P SS— = S e
A e D |Kepala Scksi Pemerintahan 9 __ dJabatan Struktural OB 1.934.000,00
O Sy S _|Kepala Seksi Kemasyamakatan | 9 _Jabatan Struktural | OB | 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 9 Jabatan Strukiural OB 1.934.000,00
e —— e JPekon/Kehirahan - - - L . - = - - = - - N — =
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
| - SRR T _— - — oM B L
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana o 1.116.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3J) [§] Pelaksana oB 937.000,00
Pelaksana Kelas G {(SMA) 5 Pelaksana 0B 781.000,00
B Pelaksaua Kelas 4 (SMD) 4 Pelaksana B (S o) - 421.000,00
s Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB ~331.000,00 |
| 41 |KECAMATAN KEBUN TEBU  |Camat 1 a2z sabatan Stuktural on 6.043.000,00 |
| MR Ty e 11| Jabatan Struktusal oB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagin U den 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
= R Kepegawaiane i S
Hepale Sub Hegiee Rerencenann dag 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
= e . |Keuangan - e . s :
) (=R |Kepala Seksi Pemerintahan i 9_ _Jabatan Struktural | OB 1.934.000,00
B Kepala Scksi Kemasyarakatan 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00
Kepala Scksi Pemberdaynan Masyarakat o Jabaian Stadliiial OB 1.934.000,00
Pekon/ Keluraban
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Pelaksana
el Peluksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana 0B 1. 146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) |6 | Pelaksama OB | 937.000,00 |
= el Eull ____|Pelaksana Kelas 5 (SMA) S Pelaksana | OB |  781.000,00
| . Pelaksana Kelas 4 (SMP) e T | (= _Pelaksana | OB ~421.000,00
e | i _|Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) _a Pelaksana oB 334.000,00 |
42 |KECAMATAN AIR HITAM  |Camat R T Jabatan Struktural | OB | 6.043.000,00
= =l N Sckrctaris Camat . | Jabatan Struktural oB _2.891.000,00
Kepala S“.b Bagian Umum dan 8 Jabatan Struktural OB 1.636.000,00
T Ay Kepegawainn - b S K ottt | S B
l\'(‘p:-‘llﬂ Sub Bagian Perencanaan dan 8 Jsbatan Stiuktural OB 1.636.000,00
Keuangan
Kepala Scksi Pemerintahan 9 Jabatan Strukiural onB 1.934.000,00




NO PERANGHKAT DAERAH NAMA JABATAN J::’AT AN JENIS JABATAN SATUAN BEBARAN
e _ |Kepala Seksi Kewasyarakatan 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 9 e c = B "
e L - - Pekon/ Kehirahan N Ll hatan bll_l.l-klulal 0B 1.934.000,00
o Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
L - X Pelaksana . == = N B . [ B
Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana oB 1.146.000,00
Pelaksana Kelas 6 (D3) &) Pelaksana OB 947.000,00
Pelaksana Kelas 5 (SMA) S Pelaksana OB 781.000,00
o Pelaksana Kelas 4 (SMP) ‘1 Pelaksana oB 421.000,00
- Pelaksuna Kelas 3 dan 1 (SD) 3 _ Pelaksana OB 331.000,00
43 |[KECAMATAN PAGARDEWA |Camat |12 | JebawnStukiwal | OB | 6.043.000,00
e _ |SekretarisCamat 11 _Jabatan Struktural OB 2.891.000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan & etbtan Btruiissd P
- N | Kepegawaian [ — a )n_.-m_‘ tru [mr ()[737 1.636.000,00
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan @ I r I )
B _ |kenangan | - Jabatan Stru _I ural i QB 1.636.000,00
- _ | Kepala Seksi Pemerintahan s 9 | Jabatan Struktural OB 17.97.'}7"1.0-00_,00:
B B - _|Kepala Scksi Kemasyarakatan — ] | Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat 9 ol Sk R
B - Pekon/Kelurahan - Jabatan Struktural U_I_S— 1.934.000,00
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban Q Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Pelaksana
Pelaksana Kelas 7 (S1) i Peluksana oB 1.116.000,00
- Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 ~_ Pelaksana - oB 937.000,00 |
. B _|Pelaksana Kelas 5 (SMA) B B Pelaksana | oB ~781.000,00
S - Pelaksana Kelas 4 (SMP) I _ Pelaksana OB | 421.000,00
. Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 i Pelaksana OB | 334.000,00
44 [KECAMATAN BATU KETULIS |Camat - o 12 Jabatan Struktural | OB | 6.043.000,00
e _ |Sekretaris Camat B B 11 _Jabatan Struktural oB 2,891,000,00
Kepala Sub Bagian Umum dan i LM
Repegawaiat o 8 Jabatan Struktural oB 1.636.000,00
Kepala Sub Bagian Perencanaan da e
I\_ﬂ]ld a Sub aglan e neanann dan 8 .Jal;a[au Su'uktura] ()B 1‘636,000,00
Keuangan
Kepala Scksi Pemerintahan Q9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Kepala Scksi Kemasyarakatan 9 Jabatan Strukiural oB 1.934.000,00
Kepala Seksi Pemberdayas asyaraks
epala Sakit Fomberd syae Masysralat 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
Pekon/ Keluralian
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
1 _ |pelaksana N S il D
| — _|Pelaksana Kelas 7 (S1) = el O s _ Pelaksana | OB | 1.146.000,00
L . |PelaksanaRelas6®3) | 6 | Pelaksana oB 937.000,00
. | Pelaksana Kelas 5 (SMA) - 5 ~_ Pelaksana i OB |  781.000,00
. P | Pelaksana Kelas 4 (SMP) 4 Pelaksana OB ~421.000,00
] B Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana OB 331.000,00
45 gggﬁMATAN BANDAR NECHRI Camat 12 Jabatan Struktural oB 6.043.000,00
SUOH — [ — 1 ~ Jabatan Struktural on 2.891.000,00
(epala § agi ! E: P
}\_Cp Ma q"_b Hagan Usun day 8 Jabatan Struktural 0B 1.636.000,00
kepegawaian
|\-L‘|)H|H Sub Bagian Perencanaan dan 8 Jabstain Strletil OB 1.636.000,00
Keuangan
Kepala Scksi Pemerintahan 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
| Kepala Seksi Kemasyarakatan 9 Jabatan Struktural oB | 1.934.000,00
Kepala Scksi Pemberdayaan Masyarakat 9 Jabatan Struktural oB 1.931.000,00
T . {Pekon/Kelwahan . o — . o] e ) L]
Kepala Scksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural OB 1.934.000,00
o - Pelaksana | [ (. | T
- |Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana OB | 1.116.000,00
- |Pelaksana Kelas 6 (D3) B 6 _ Pelaksana OB | 937.000,00 |
e _|Pelaksana Kelas 5 (SMA) R 5 Pelaksana . OB 781.000,00
- ~ [|Pelaksana Kelas 4 (SMP) o 4 Pelaksana o | 121.000,00
Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) B 3 Pelaksana OB 334.000,00
46 ::;mgm LUMBOK Camat 12 Jahatan Struktaral 0B 6.043.000,00
Sckretaris Canat 11 Jabatan Struktural on 2.891.000,00
Kopala Sub Bagian Unnm dan 8 Jabatan Struktusal oB 1.636.000,00
Repegawaian
ceDals 143 e 1 1L AT LS P
Kepala Sub Begen Ferencansfin dan Jabatan Struktural on 1.636.000,00
R Kengigan, - - o - o -
[ ‘I ~ |Kepala Seksi Pemerintaban | 9 __Jabatan Struktural | oB | 1.934.000,00
| g} N [Kepala Seksi Kemasyarakatan [ 9 _Jabatan Struktural 0B 1.934.000,00
Kepala b.ckst Peiiherdsyast Masyaraiat 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
| (- - Pekon/ Kelurahan . o B | B
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
) |Petaksama i N N AT
) Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana onB 1,116.000,00 |
Pelaksana Kelas 6 (D3) &) Pelaksana oB 937.000,00




NO PERANGEAT DAERAH NAMA JABATAN JAK::';:N JENIS JABATAN SATUAN BESARAN
S S — as 5 (SMA) . 5 Pelaksana OB} 781.000,00
. S = ___|Pelaksana Kelas 4 (SMP) _4 _ Pelaksana _oB_ | 421,000,00 |
1= - Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana OB 334.000,00
47 |[KELURAHAN WAY MENGAKU _|Lurah 9 Jabatan Struktural on 1.934.000,00
Sckretaris Lurah 8 Jabatan Struktonml oB 1.325.000,00 |
Kepala Seksi Pemerintahan 8 Jabatan Struktural on 1.325.000,00
Kepala Scksi Kescjahteraan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Kepala Seksi Pembangunan 8 Jabatan Suukiural onB 1.325.000,00
] - Pelaksana &
= Pelaksana Kelas 7 (S1) = _ Pelaksana | OB | 1.146.000,00
) 0 |Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana OB - 937.000,00
B e __|Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 Pelaksana OB | 781.000,00
S Pelaksana Kelas 4 (SMP) ... _Pelaksana oB 421.000,00
) _|Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 ___Pelnksana oB__ 334.000,00
| 48 |KELURAHAN PASAR LIWA Lurah 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Sckretaris Lurah 8 Jabatan Strukturmal onB 1.325.000,00
Kepala Scksi Pemerintahan 8 Jabatan Struktural B 1.325.000,00
Kepala Scksi Kesejahternan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Kepala Seksi Pembangunan 8 Jabatan Struktual 0B 1.325.000,00
§ . |Pelaksama i
e i . [Pelaksana Kelas 7 (s1) 7 | Pekksana | OB | 1.146.000,00
(| L I Pelaksana Kelas 6 (D3) 6 Pelaksana o 937.000,00
_|Pelaksana Kelas 5 (SMA) 8| __ Pelaksana : 0B 781.000,00
. - __|Pelaksana Kelas 4 (sMp) . 1 Pelaksana | OB |  421.000,00 |
L = R _|Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) e _ Pelaksana oB _334.000,00
| 49 |KELURAHAN TUGU SARI Lurah 9 Jabatan Struktural on | l..-‘)_S"r.OO0,00
Sckretaris Lurah 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Kepala Seksi Pemerintahan 8 Jabatan Strukiual oB 1.325.000,00
Kepala Scksi Kesejahtleraan 8 Jabatan Struktural 8]} 1.325.000,00
- — Kepala Seksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
| |Pelaksana Bl : O . )
o e Pelaksana Kelas 7 (S1) . 7 Pelaksana oB | 1.146.000,00
[ | e . _|Pelaksana Kelas 6 (D3) - 6 ___ Pelaksana OB | 937.000,00
_ |Pelaksana Kelas 5 (SMA) 5 __Pelaksana OB 781.000,00
=, e Pelaksana Kelas 4 (SMP) 1 B Pelaksana oB | 421.000,00
S e ~ |Pelaksana Kelns3dani(spy | a3 | _ Pelaksana oB _334.000,00 ]
50 [KELURAHAN FAJAR BULAN _ |Lumb 0 Jabatan Struktual oB 1.934.000,00
Sekretaris Lurah 8 Jabatan Struktural oB 1.325.000,00
Kepala Scksi Pemerintahan 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00
Kepala Scksi Kescjahicraan 8 Jabatan Struktural oB 1,325.000,00
Kepala Seksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural 0B 1.325,000,00 |
L T _ |pelaksana . - i N SVOSESE: B
| . Pelaksana Kelas 7 (S1) Fill  Pelaksana_ | o | 1.146.000,00
i “{Pelaksana Kelas 6 (D3) NI (AR . _ Pelaksana oB 1 _ 937.000,00
7 |pelaksana Kelas 5 (SMA) |5 | Pelaksana oB__ |  781.000,00
. - |PelaksanaKelnsagsmp | a4 | Pelaksana | o | 421.000,00 |
u __ﬁ‘?w!“i Kelas3dan1(8D) | 3 Pelaksana _oB_
51 |KELURAHAN SEKINCAU Lurah - 9 Jabatan Struktural oB 1.934.000,00
Sckretaris Lwah 8 Jabatan Struktural 0B 1.325.000,00
Kepala Scksi Pemerintahian 8 Jabatan Struktural OB 1.325.000,00
Kepala Seksi Kesejahteraan 8 Jabatan Struktural oB 1.32G.000,00
Kepala Seksi Pembangunan 8 Jabatan Struktural 0B | 1.325.000,00 |
D T T e i ot S MG
- Pelaksana Kelas 7 (S1) 7 Pelaksana _oB 1.146.000,00
Fm—— Pelaksana | oB _ 937.000,00
- 7 | s | Pelaksama OB _ 781.000,00
B Nl |Pelaksana Kelas 4 (SMP) . "4 | Pelaksana | OB |  421.000,00
e TN Pelaksana Kelas 3 dan 1 (SD) 3 Pelaksana oB 334.000,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KABAG HUKUM

el

PAROSIL MABSUS

NIP. 19761020 200801 1 008



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASN

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ini menyatakan bahwa kami
sebagai penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Lampung Barat
Bulan .........ccoceeee. Tahun Anggaran ...... sebesar Rp. .......cee.... (terbilang

.............................................. ) bertanggung jawan mutlak terhadap seluruh
pengeluaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan telah
dihitung dengan benar serta sanggup untuk mengembalikan kepada Kas
Umum daerah apabila di kemudian hari terdapat kesalahan perhitungan

yang mengakibatkan kelebihan pembayaran tambahan penghasilan pegawai
dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAWE, trveernriciriiniiicnniieeineen,
Seketaris Daerah / atasan Langsung

...........................
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LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASN

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN KELUAR PADA JAM KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini atasan langsung pegawai atas nama :

Nama

NIP
Pangkat/Gol
Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa Pegawai yang namanya tersebut diatas sedang
melaksanakan tugas diluar kantor pada jam kerja dalam kegiatan :
1 T L P o R TS -

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAWEAL oossessisssissassisimssisasseiansss
........................... (Jabatan Atasan Langsung)
Pangkat/Golongan

1 S —

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,

-
e

SARJA
NIP. 19761020 200501 1 008



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : TAHUN 2025
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASN

PENGURANGAN TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG SEBELUM
WAKTUNYA

a. TERLAMBAT MASUK KERJA

Keterlambatan Lafma Réteilatahatan Prosentase
(TL) Pengurangan
TL 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5%
TL 2 31 menit s.d. < 61 menit 1%
TL 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25%
> 91 menit dan atau tidak
TL 4 mengisi daftar hadir masuk 1,5%
kerja
b. PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA
Pulang
Sebelum Lama Pulang Kerja Sebelum Prosentase
Waktu Waktunya Pengurangan
(PSW)
PSW 1 1 menit s.d. < 31 menit 0,5%
PSW 2 31 menit s.d. < 61 menit 1%
PSW 3 61 menit s.d. < 91 menit 1,25%
> 91 menit dan atau tidak &
PSW4 | hengisi daftar hadir Pulang kerja s

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM,

-4

SARJA
NIP. 1971020 200501 1 008



